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ABSTRAK 

 

Perlindungan hukum  merupakan  hal terpenting dalam perjanjian kredit, 

terutama untuk pemberi kredit (kreditur). Karena perlindungan hukum adalah 

segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta 

pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Dalam penyusunan 

skripsi ini lebih menekankan pembahasan mengenai bagaimana perlindungan 

hukum dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di BRI Cabang 

Temanggung Unit Kandangan dan bagaimana mekanisme penyelesaian kredit 

macet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum dan 

mekanisme penyelesaian kredit macet di BRI Cabang Temanggung Unit 

Kandangan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

pendekatan kualitatif, contoh penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif 

adalah pengamatan dan studi kasus. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan 

berupa penelitian Deskriptif Analitis. Deskriptif Analitis adalah penelitian terbatas 

pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagai 

mana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta, dan menganalisa 

melalui data-data yang bersumber pada hasil observasi, hasil wawancara, telaah 

pustaka,  serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek 

penelitian. 

Penelitian ini menghasilkan bahwa upaya perlindungan hukum dalam 

perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di BRI Cabang Temanggung 

Unit Kandangan saat terjadi kredit macet sebagai mana kredit macet yang terjadi 

pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, yang mewajibkan kepada bank 

sebagai pemberi kredit untuk membuat perjanjian secara tertulis yaitu dalam 

bentuk perjanjian akta otentik dan perjanjian di bawah tangan (akta di bawah 

tangan), dijelaskan pada pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan. Adapun mekanisme penyelesaian terhadap kredit macet adalah 

sebagai berikut: pertama   melalui restrukturisasi, kedua damai dalam artian pihak 

bank membantu mencarikan solusi terbaik untuk pemecahan tersebut, jika jalan 

damai tidak direspon oleh debutur,  langkah terahir yang dilakkukan yakni dengan 

pengajuan lelang.  

 

 

Kata Kunci : Perjanjian kredit, Perjanjian jaminan, Hak tanggungan, dan 

Perlindungan hukum  
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MOTTO 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 

dengan kesanggupannya” 

QS Al-Baqarah 286 

 

 

Ketika hati dipenuhi rasa gelisah 

Jiwa  diguncang rasa gundah 

Berdoa dan berdzikirlah 

Pasti rasa itu kan berubah 

Menjadi lebih damai dan indah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan lembaga perantara keuangan (financialintermediary) 

yang mempunyai kegiatan pokok menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan yang kemudian menyalurkan dana tersebut kepada 

masyarakat dalam bentuk pinjaman. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat (rakyat banyak).
1
 Istilah umum yang dapat menggambarkan 

kegiatan bank adalah borrowsshortandlendslong, yaitu bank mendapatkan 

dana dari simpanan berjangka pendek untuk dipinjamkan dengan jangka yang 

lebih panjang. 

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada suatu 

negara, dimana bank menjadi lembaga keuangan yang mampu memberikan 

dukungan dana bagi perkembangan dunia usaha. Berkembangnya dunia usaha 

akan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan 

kemiskinan pada suatu Negara. Seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 

                                                 
1
Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia , 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 7 
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3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu: “Fungsi utama perbankan 

Indonesia yaitu penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Oleh karena itu, 

bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang sangat berpengaruh dalam 

pertumbuhan ekonomi suatu Negara untuk menjadi lebih baik, selain 

menjalankan perannya dalam memberikan kredit pada calon debitur bank 

harus memperhatikan berbagai hal sebelum memberikan kredit pada 

masyarakat. 

Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit 

oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa resiko, resiko mungkin saja terjadi 

khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau 

tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dalam 

perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. 

Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam 

pelunasan kredit (resiko kredit), resiko yang timbul karena pergerakan pasar 

(resiko pasar), resiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya 

yang telah jatuh tempo (resiko likuiditas), serta resiko karena adanya 

kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan 

peraturan perundang-undangan yang mendukung (resiko hukum).
2
 Oleh 

sebab itu dalam pemberian kredit, pihak bank perlu adanya keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan debitur dapat membayar, untuk itu dalam 

memberikan fasilitas kredit bank terlebih dahulu melakukan penilaian 

                                                 
2
Badriyah Harun, Penyelesean Sengketa Kredit Bermasalah, (Yogyakarta: Pustaka 

Yustisia, 2010), hlm. 2  
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terhadap nasabah menggunakan prinsip 5C berdasarkan pada asas kehati-

hatian yaitu; Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), 

Conditions of economic (kondisi ekonomi), dan Collateral (jaminan).
3
 

Sebelum memperoleh fasilitas kredit calon debitur harus memenuhi 

persyaratan dari bank, salah satunya dengan adanya jaminan kredit. Karena 

fungsi dari pemberian jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada 

bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, 

bila debitur cidera janji atau tidak membayar hutangnya pada waktu yang 

telah ditetapkan dalam perjanjian.
4
 

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu perjanjian pokok dan perjanjian accesoir. Perjanjian pokok merupakan 

perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau 

lembaga keuangan non bank. Sedangkan perjanjian accesoir adalah perjanjian 

yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Perjanjian 

accesoir misalnya; perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, 

tanggungan, dan fidusia. Oleh karena itu sifat perjanjian jaminan adalah 

perjanjian accesoir dimana perjanjian jaminan selalu di kaitkan dengan 

perjanjian pokok.
5
 Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang diikuti 

dengan perjanjian penjaminan sebagai perjanjian tambahan. Keduanya dibuat 

                                                 
3
Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, (Bandung: 

PT.Alumni, 2004), hlm. 184 

4
Thomas Suyatno,  Kelembagaan Perbankan Edisi Kedua, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 1994), hlm. 45 

 
5
Salim HS., Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 

hlm. 29-30 
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secara terpisah, namun kedudukan perjanjian jaminan  sangat tergantung dari 

perjanjian pokoknya. Dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang didalamnya 

menjelaskan mengenai perlindungan dan keistimewaan kepada kreditur 

tertentu, dimana dengan  adanya keistimewaan tersebut menjadikan pihak 

bank mudah melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan bilamana debitur 

wanprestasi, namun keistimewaan itu tidak menjadi jaminan akan pelunasan 

hutang debitur berjalan baik. 

Sebagaimana proses pemberian kredit kepada debitur di BRI Cabang 

Temanggung Unit Kandangan, yang mana usaha debitur tidak selamanya 

mengalami peningkatan, bahkan dalam menjalankan suatu usaha sering 

terjadinya penurunan baik pada usaha yang kecil maupun usaha yang sudah 

besar. Hal demikian bukan merupakan hal yang baru, karena dalam dunia 

usaha atau bisnis sudah menjadi hal yang wajar bila mengalami pasang-surut. 

Pasang-surut dunia usaha atau bisnis juga terjadi pada debitur di BRI Cabang 

Temanggung Unit Kandangan, terkadang debitur mengalami kerugian yang 

besar sehingga tidak mampu membayar hutangnya dan hal ini sedikit banyak 

terjadi pada debitur. Selain itu debitur yang tidak memiliki usaha dan hanya 

mengandalkan hasil dari panennya saja, ketika terjadi gagal panen secara 

otomatis tidak dapat membayar angsura sehingga dapat menyebabkan 

terjadinya kredit bermasalah atau macet. Seperti yang terjadi pada debitur di 

BRI Cabang Temanggung Unit Kandangan, bahwa dalam setiap tahunnya 

terdapat kredit macet. Persentase kredit macet tersebut di setiap tahunnya 
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kadang naik dan kadang turun. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, 

data kredit macet pada tahun 2003 sebesar Rp 1.593.728.000,- dengan jumlah 

17 kredit macet, tahun 2004 sebesar Rp 198.875.000,- dengan 4 kredit macet, 

sedangkan pada tahun 2005 kredit macet yang semula mengalami penurunan 

kembali naik lagi sebesar Rp 1.178.395.000,- (berdasarkan pada laporan 

kolektibitas pinjaman di BRI). Melihat data kredit macet tersebut menjadikan 

berfikir bahwa begitu penting perlindungan hukum bagi bank atau kreditur 

akan terjadinya kredit macet. Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, 

maka dalam penulisan skripsi ini penyusun mengangkat tema dengan judul 

:“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM 

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN 

(STUDI DI  BRI CABANG TEMANGGUNG  UNIT KANDANGAN)” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada uraian latar belakang Masalah diatas, maka pokok 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum dalam perjanjian kredit dengan 

jaminan hak tanggungan oleh BRI Cabang Temanggung Unit Kandangan? 

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit macet di BRI Cabang 

Temanggung Unit Kandangan? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum dalam perjanjian kredit 

dengan jaminan hak tanggungan oleh BRI Cabang Temanggung Unit 

Kandangan. 

2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kredit macet di BRI Cabang 

Temanggung Unit Kandangan. 

  

D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum 

jaminan.    

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam dunia perbankan. 

 

E. Telaah Pustaka 

       Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan telaah pustaka untuk 

mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Kajian pustaka adalah proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan teori 

terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera 

dilakukan, lalu menyusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam 

keperluan penelitian.
6
 Adapun telaah pustaka yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

                                                 
6
Consuelo G Sevilla, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 31 
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       Penelitian yang dilakukan oleh Nur Amaliah Ranie, tesis yang 

berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit 

Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Obyeknya Terkena Luapan Lumpur 

Lapindo”, program magister Universitas Diponegoro. Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa untuk melindungi kreditur dalam perjanjian kredit yang 

objek jaminannya terkena luapan lumpur lapindo dengan tindakan 

berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 8/15/PBI/2006 yaitu dengan melakukan Penjadwalan Kembali 

(rescheduling) terhadap Perjanjian Kredit (PK)nya. Dengan adanya 

penjadwalan kembali tersebut, maka bank membuat Perjanjian Perubahan 

Perjanjian Kredit (PPPK) dengan persetujuan debitur untuk menggantikan 

perjanjian kredit yang lama. Hal ini terkait dengan pelaksanaan pembayaran 

angsuran debitur selanjutnya serta supaya kreditor tetap berkedudukan 

sebagai kreditur yang diistimewakan.
7
 

       Tesis yang berjudul “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah 

Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk Cabang Semarang” yang disusun Bekti Krestiantoro, Program Magister 

Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Dalam 

penelitian ini dijelaskan mengenai pelaksanaan eksekusi hak tanggungan 

apabila debitor wanprestasi dalam perjanjian kredit, dan pihak bank tidak 

                                                 
7
Nur Amaliah Ranie, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit 

Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Obyeknya Terkena Luapan Lumpur Lapindo”, tesis 

magister Universitas Diponegoro (2008). diakses dari: 

eprints.undip.ac.id/18434/1/NUR_AMALIAH_RANIE.pdf  21 Februari 2014, pkl. 18.30 wib. 
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langsung melakukan eksekusi, akan tetapi tetap berusaha melakukan 

pendekatan persuasive terhadap nasabah. Pendekatan ini dilakukan agar 

sedapat mungkin diperoleh penyelesaian kredit bermasalah secara damai 

tanpa melalui eksekusi. Namun bila jalur pendekatan tidak mencapai hasil, 

maka akan di tempuh jalur litigasi.
8
 

       Skripsi yang berjudul “Eksekusi Lelang Objek Hak Tanggungan 

Akibat Kredit Macet Pada P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Jember”, yang disusun Arya Manggala Yudha, Universitas Jember. Dalam 

penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pengaturan perjanjian kredit 

dengan jaminan hak tanggungan dan kekuatan hukum sirtifikat hak 

tanggungan dalam perjanjian kredit di P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk Cabang Jember, dimana dengan adanya bukti sertifikat hak tanggungan 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat digunakan oleh pemegang Hak 

Tanggungan (Kreditur) untuk melaksanakan Eksekusi Objek Hak 

Tanggungan jika terjadi kredit macet.
9
 

       Skripsi yang berjudul “Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai 

Konsekuensi Jaminan Kredit Untuk Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan 

Kreditur Di Medan” yang disusun Muhammad Kadhapi, Universitas 

                                                 
8
Bekti Krestiantoro, “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Hak 

Tanggungan Di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Semarang”, tesis magister 

Universitas Diponegoro Semarang (2006). diakses dari 

http://eprints.undip.ac.id/16725/1/BEKTI_KRESTIANTORO.pdf  24 April 2014, pkl. 06.38 wib. 

 

9
Arya Manggala Yudha, “Eksekusi Lelang Objek Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet Pada 

P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember”, skripsi sarjana Universitas Jember 

(2008). diakses dari: http://hdl.handle.net/123456789/18831 24 April 2014, pkl. 06.38 wib. 

http://eprints.undip.ac.id/16725/1/BEKTI_KRESTIANTORO.pdf
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Sumatera Utara. Dalam penelitian ini  menjelaskan bahwa eksekusi hak 

tanggungan yang mendasarkan pada grosse akta pengakuan utang dan 

sertifikat hak tanggungan melalui Pengadilan Negeri merupakan salah satu 

cara yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada kreditur, eksekusi 

hak tanggungan dapat dilaksanakan dengan menjual seluruh atau sebagian 

harta kekayaan debitur yang merupakan jaminan melalui lelang, dan hasil 

lelang sebagian atau sepenuhnya akan diambil untuk membayar lunas utang 

kepada kreditur setelah dikurangi biaya eksekusi dan biaya lelang.
10

 

       Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam 

Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan” yang disusun 

Ahmad Huda Dayan Nasution, Universitas Sumatera Utara Medan. Penelitian 

ini lebih menekankan kepada perlindungan kreditur dikarenakan sebelumnya 

pemberian hak jaminan hak tanggungan tersebut, kreditur telah terlebih 

dahulu memberikan prestasi kepada debitur yang nantinya harus 

dikembalikan oleh debitur. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan 

kepada kreditur saat debitur wanprestasi menurut Undang- Undang Nomor 4 

Tahun 1996 adalah bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan 

oleh Kantor Pertanahan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, yang 

memiliki irah-irah dan mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti 

putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka apabila debitur cidera janji 

atau wanprestasi, dapat meminta bantuan secara langsung kepada Ketua 

                                                 
10

Muhammad Kadhapi, “Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Konsekuensi Jaminan Kredit 

Untuk Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Kreditur Di Medan”, Skripsi Sarjana Universitas 

Sumatera Utara Medan (2012). diakses dari: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/37547, 

26 Maret 2014, pkl. 20.34 wib. 
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Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan eksekusi melalui pelelangan 

umum dari KPKNL guna memperoleh pelunasan piutang kreditur.
11

 

       Pembahasan dalam penelitian ini bukan merupakan yang pertama 

kalinya, melainkan sudah banyak penelitian yang membahas mengenai 

penelitian ini, di antarnya seperti yang telah ditulis penyusun sebagai telaah 

pustaka diatas. Dari beberapa penelitian tersebut penulis mencoba 

menguraikan tentang penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum bagi 

Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di BRI 

Cabang Temanggung Unit Kandangan, karena sejauh pengetahuan penulis 

belum ada skripsi yang membahas mengenai masalah tersebut. Oleh karena 

itu penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk 

skripsi, dengan harapan hasil dari penulisan tersebut dapat menambah 

wawasan khususnya bagi penulis, dan masyarakat.  

 

F. Kerangka Teori 

1. Perlindungan Hukum 

       Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang 

bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan 

normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta 

menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.
12

 

                                                 
11

Ahmad Huda Dayan Nasution, “ Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi 

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan”,  skripsi Sarjana Universiras Sumatera Utara 

(2012). diakses dari: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/35257?mode=full 27 Maret 

2014, pkl. 10.41 wib. 
12

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2003), 

hlm. 39 

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/35257?mode=full
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Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa 

tujuan hukum itu mengabdi kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan 

kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.
13

 

       Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman 

terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi 

manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia 

bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut 

mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat 

manusia.
14

 Pengertian lain menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum 

adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang 

dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar 

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
15

 

2. Perjanjian 

       Pengertian perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1313 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Suatu perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam sumber lain dikatakan, 

“perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang 

didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan 

                                                 
13

Ibid, hlm. 61 

14
Fitri Hidayat, Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum diakses 

dari http://www. Fitri Hidayat’s.blogspot.com/Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu 

Negara Hukum.Htm, 08 Maret 2014, pkl. 06.15 wib. 

15
Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54 
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diantara mereka (para pihak atau subjek hukum) saling mengikatkan dirinya 

sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek 

hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai 

dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta 

menimbulkan akibat hukum.
16

 

       Dalam membuat suatu perjanjian tentunya kita juga harus 

memperhatikan asas-asas yang ada pada perjanjian tersebut. Hukum 

Perjanjian Indonesia mengenal 6 asas penting yang biasa digunakan, yaitu 

antara lain:
17

 

a. Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract) 

     Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan 

kebebasan kepada para pihak untuk: membuat atau tidak membuat 

perjanjian,  mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi 

perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta  menentukan 

bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. 

   

                                                 
16

Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta: PustakaYustisia, 2009), hlm. 

42 

17
Wibowo Tunardy, Asas-Asas Perjanjian,diakses dari http://www.jurnalhukum.com/asas-

asas-perjanjian , 08 Maret 2014, pkl. 06.15 wib. 
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b. Asas Konsesualisme (concensualism) 

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan 

bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata 

kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang 

menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara 

formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah 

pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan 

pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme 

yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah 

berkaitan dengan bentuk perjanjian.  

c. Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda) 

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt 

servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. 

Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak 

ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para 

pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak 

boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat 

oleh para pihak.  Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam 

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

d. Asas Itikad Baik (good faith) 

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-

Undang Hukum Perdatayang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan 
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dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu 

pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak 

berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun 

kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua 

macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad 

yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang 

nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal 

sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai 

keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang 

objektif. 

e. Asas Kepribadian (personality) 

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang 

yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk 

kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 

dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1315 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdatamenegaskan: “Pada umumnya 

seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain 

untuk dirinya sendiri.” 

f. Asas Kekuatan Mengikat 

     Menurut asas ini, suatu perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan 

hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah 

pihak untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam bentuknya perjanjian 

ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung kewajiban-
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kewajiban atau menyanggupi untuk melakukan sesuatu, dan kemudian 

memperoleh hak-hak atau dapat menuntut sesuatu.
18

 

3. Hak Tanggungan 

      Dalam kamus bahasa Indonesia, tanggungan diartikan sebagai barang 

yang dijadikan jaminan. Sedangkan jaminan sendiri artinya tanggungan atas 

pinjaman yang diterima.
19

 Pada pasal; 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 disebutkan pengertian Hak Tanggungan yang artinya adalah: 

“Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, 

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu 

terhadap kreditur-kreditur lainnya”.
20

 Sebelum berlakunya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 

pembagian hukum tanah nasional bersifat dualisme. Hal ini dikarenakan 

bukan disebabkan karena para pemegang hak atas tanah berbeda hukum 

perdatanya, melainkan adanya perbedaaan hukum yang berlaku terhadap 

tanahnya. Tanah dalam hukum Indonesia mempunyai status atau kedudukan 

hukum sendiri, terlepas dari status hukum subyek yang mempunyainya. Ada 

                                                 
18

R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 27 

   
19

Ebta Setiawan, KBBI Offline, (Software), diakses dari: http:ebsoft.web.id, 23 Februari 2014, 

pkl. 20.50 wib. 

20
Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,..., hlm. 95 
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tanah-tanah dengan hak Indonesia, seperti tanah-tanah dengan hak adat, yang 

disebut tanah-tanah hak adat.
21

 

4. Hukum Jaminan 

      Menurut J. Satrio, bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari 

kaidah-kaidah hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang 

kreditur terhadap debitur atau dikenal sebagai hubungan antara pemberi dan 

penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk 

mendapatkan fasilitas kredit.
22

 

Menurut H. Salim HS, unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini adalah: 

a. Adanya kaidah hukum 

Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 

(dua) macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum 

jaminan tidak tertulis. 

b. Adanya pemberi dan penerima jaminan 

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang 

menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. 

c. Adanya jaminan 

       Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah 

jaminan materiil dan immateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan 

yang berupa hak-hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak 

                                                 
21

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan 

Pelaksanaannya, Jilid I, (Djambatan, 1999), hlm. 53 

22
Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia,..., hlm. 6 
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dan benda tidak bergerak. Jaminan immateriil merupakan jaminan non 

kebendaan. 

d. Adanya fasilitas kredit 

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan 

untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan 

non bank. 

5. Perjanjian Kredit 

      Istilah kredit dalam bahasa Yunani
23

 dan Romawi
24

 adalah 

“credere”yang berarti kepercayaan (truth or faith). Oleh karena itu dasar dari 

kredit ialah kepercayaan, dalam arti bahwa seseorang atau suatu badan usaha 

mendapatkan fasilitas kredit dari bank, maka orang atau badan usaha tersebut 

telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit.
25

 Pengertian kredit 

yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 11 

tentang Perbankan disebutkan bahwa;  

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berlandaskan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga”. 

                                                 
23

Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan,... , hlm. 12 

24
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 

1996), hlm. 229 

25
Hasanuddin Rahman, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di 

Indonesia(Panduan Dasar Legal Officer), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 95 
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      Perjanjian kredit menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

termasuk dalam perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 

1754 – Pasal 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 

1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan mengenai 

pengertian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu 

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang 

yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang 

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan 

keadaan yang sama pula. 

  

G.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research), yakni penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung 

kelapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan 

pokok permasalahan yang diangkat, di Bank BRI Cabang Temanggung 

Unit Kandangan. 

2. Metode Pendekatan 

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang harus tepat 

dan sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan serta harus sistematis 

dan konsisten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengadakan 
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penghitungan.
26

 Contoh penelitian yang menggunakan pendekatan 

kualitatif adalah pengamatan dan studi kasus. 

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah berupa penelitian 

Deskriptif Analitis. Kata Deskriptif adalah penelitian ini terbatas pada 

usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa 

sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta. 

Hasil penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara obyektif 

tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.
27

 

3. Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, data 

ini didapat dari sumber pertama dari individu atau perorangan seperti 

hasil wawancara.
28

 Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh 

dari hasil wawancara dengan Pimpinan/ KA BRI Cabang Temanggung 

Unit Kandangan. 

b. Sumber data sekunder terdiri dari: 

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber pada 

peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang 

digunakan yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, 

                                                 
26

Soejono dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 26  

27
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press,1996), hlm. 31 

28
Husein umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2005), hlm. 42 
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan 

sebagainya. 

2) Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,
29

 yang meliputi atas: 

skripsi, tesis, buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan 

mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian 

kredit dengan jaminan hak tanggungan, dan lain-lain. 

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian yaitu: Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Kamus Ilmiah Populer, Ensiklopedia, dan 

tulisan yang terkait dengan permasalahan permasalahan yang 

diangkat oleh penulis.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung, dalam artiyan 

mengamati secara langsung objek yang akan diteliti oleh peneliti untuk 

mendapatkan data atau fakta yang ada di lapangan.
30

 

                                                 
29

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141 

30
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), hlm. 133  
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b. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.
31

 Wawancara dapat dipandang sebagai metode 

pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan 

secara sistemati dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu 

dalam wawancara bebas terpimpin ini, pewawancara membawa 

kerangka pertanyan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pernyataan 

diajukan dan irama diserahkan kebijaksanaan interview.
32

 Dengan kata 

lain metode ini digunakan untuk mencari data langsung dari responden 

untuk mendapatkan data yang sesuai dengan judu penelitian. Adapun 

pihak yang diwawancarai adalah Pimpinan Unit BRI Cabang 

Temanggung Unit Kandangan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain 

sebagainya.
33

 Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi 

                                                 
31

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 

hlm. 81 

32
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,..., hlm. 227 

33
Hadari Nawawi,  Metode Penelitian Bidang Sosial,...,  hlm. 158 
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Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan 

Studi di BRI Cabang Temanggung Unit Kandangan. 

5. Analisa Data 

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diproleh dari wawancara, observasi, dan catatan kecil di 

lapangan.
34

 Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak 

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Jadi 

dalam penelitian ini tidak akan menggunakan pendekatan statistik atau 

kuantitatif dalam menghasilkan temuan.
35

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

      Agar mempermudah penulis dalam melakukan penulisan hasil dari 

penelitian ini, maka sistematika pembahasan di bagi ke dalam sub-bab. 

Adapun sistematika pembahasan ini sebagai berikut: 

       Bab pertama yakni berisi tentang pendahuluan yang di dalamnya 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

                                                 
34

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 

hlm. 244 

35
Anslem Strauss & Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2003), hlm. 4 
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       Bab kedua berisi landasan teori yang menjelaskan mengenai teori, 

perjanjian kredit, perjanjian jaminan, hak tanggungan dan perlindungan 

hukum. 

       Bab ketiga berisi tentang gambaran umum dari BRI Cabang 

Temanggung Unit Kandangan yang meliputi Sejarah Umum PT. Bank Rakyat 

Indonesia (PERSERO) Tbk, Sejarah Umum BRI Cabang Temanggung Unit 

Kandangan, visi dan misi BRI, struktur organisasi BRI Cabang Temanggung 

Unit Kandangan, tugas dan tanggung jawab pegawai BRI. 

       Bab keempat berisi tentang analisis dan pembahasan dari hasil 

penelitian yang dilakukan, dalam bab ini akan dipaparkan mengenai hasil data 

yang diperoleh baik dari studi pustaka maupun dari hasil penelitian lapangan 

yakni mengenai upaya perlindungan hukum dalam perjanjian kredit dengan 

jaminan hak tanggungan dan mekanisme penyelesaian kredit macet di BRI 

Cabang Temanggung Unit Kandangan. 

       Bab kelima berisikan tentang kesimpulan dan saran, dimana dalam 

bab terakhir ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian 

dan saran mengenai pemasalahan yang menjadi pokok pembahasan peneliti. 
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BAB V  

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

1. Upaya perlindungan hukum bagi kreditur terhadap kredit macet adalah 

melalui penilaian terhadap calon debitur menggunakan prinsip 5c dalam 

asas kehati-hatian sebelum memberikan fasilitas kredit, melalui 

perjanjian kredit di bawah tangan (akta di bawah tangan) dan akta 

otentik. Akan tetapi perjanjian kredit yang sering digunakan di BRI 

Unit Kandangan adalah perjanjian di bawah tangan, karena perjanjian 

dengan akta otentik menelan biaya banyak juga waktu yang lama. 

Perjanjian di bawah tangan dinilai memiliki kelebihan tersendiri dalam 

memberikan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap resiko kredit 

macet. 

2. Mekanisme penyelesaian kredit macet di bank BRI Cabang 

Temanggung Unit Kandangan yaitu: 

a. Bank BRI Unit Kandangan melakukan restrukturisasi, karena 

restrukturisasi merupakan solusi yang dapat digunakan sebagai 

bentuk penyelesaian kredit macet bagi debitur yang 

menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. 

b. Penyelesaian secara damai merupakan upaya penyelesaian 

kredit yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank 

dengan debitur yang masih mempunyai itikad baik maupun 
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kooperatif dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah. Yang 

dimaksud damai disini adalah; 

1) Melakukan penjualan sebagian atau seluruh aggunan  

(penjualan di bawah tangan oleh debitur) adalah penjualan 

objek jaminan oleh debitur dengan cara debitur mencari 

pembeli dan apabila telah terjadi kesepakatan antara debitur 

dan pembeli objek jaminan tersebut, maka langkah 

selanjutnya debitur dan pembeli bersama-sama mendatangi 

BRI Unit Kandangan untuk membayar hutang debitur serta 

mengambil objek jaminan di BRI untuk diserahkan kepada 

pihak pembeli objek jaminan itu. 

2) Penjualan barang jaminan di bawah tangan oleh pihak bank 

yang berdasarkan pada Surat Kuasa adalah penjualan 

melalui pihak bank karena debitur kesulitan dalam mencari 

pembeli sehingga untuk dapat melunasi semua hutangnya 

pada bank, debitur memberikan kuasa atau menyerahkan 

pada bank untuk menjual objek jaminan tersebut. 

c. Mekanisme penyelesaian kredit macet yang terakhir adalah 

dengan pengajuan lelang melalui lembaga hukum ke BUPLN 

dan Pengadilan Negeri. Jika melalui jalan restrukturisasi, damai 

dan tahap peringatan tidak menjadikan debitur jera, solusi 

terakhir yang di ambil dalam penyelesaian kredit adalah 

pengajuan lelang. 
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B. Saran  

1. Dalam melakukan analisis permohonan kredit alangkah baiknya  

dilakukan lebih mendalam, apakah permohonan kredit yang diajukan 

oleh calon debitur benar-benar layak untuk di terima atau tidak. 

2. Pihak BRI Cabang Temanggung Unit Kandangan harus lebih teliti dan 

hati-hati dalam memberikan fasilitas kredit pada calon debitur. Hal ini 

dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG
HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITANDENGAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a.         bahwa dengan bertambah meningkatnyapembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang
ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, sehingga memerlukan lembaga hak
jaminan  yangkuat  dan  mampu  memberi  kepastian  hukum  bagi  pihak-pihak  yang
berkepentingan,yang  dapat  mendorong  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam
pembangunan untuk mewujudkan masyarakat  yang sejahtera,  adil,  dan makmur berdasarkan
Pancasiladan Undang-Undang Dasar 1945;

b.   bahwa  sejak  bertakunya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria sampai dengansaat ini, ketentuan-ketentuan yang lengkap mengenai Hak
Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan yang dapat dibebankan atas tanah berikut atau tidak
berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah, belum terbentuk;

c.  bahwa ketentuan mengenai Hypotheeksebagaimana diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Indonesiasepanjang mengenai tanah, dan ketentuan mengenai Credietverband
dalam Staatsblad  1908-542  sebagaimana  telah diubah dengan Staatsblad  1937-190,  yang
berdasarkan  Pasal  57  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar
Pokok-Pokok  Agraria,  masih diberlakukan sementara  sampai dengan terbentuknya Undang-
Undang  tentang  Hak  Tanggungan,  dipandang  tidak  sesuai  lagi  dengan kebutuhan kegiatan
perkreditan, sehubungan dengan perkembangan tata ekonomiIndonesia;

d.  bahwa  mengingat  perkembangan  yang  telahdan  akan  terjadi  di  bidang  pengaturan  dan
administrasi hak-hak atas tanah sertauntuk memenuhi kebutuhan masyarakat  banyak,  selain
Hak Milik,  Hak Guna Usaha,dan Hak Guna Bangunan yang telah ditunjuk sebagai obyek Hak
Tanggungan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria,Hak  Pakai  atas  tanah  tertentu  yang  wajib  didaftar  dan  menurut  sifatnya  dapat
dipindahtangankan, perlu juga dimungkinkan untuk dibebani Hak Tanggungan;

e.  bahwa berhubung dengan hal-hal tersebutdi atas, perlu dibentuk Undang-undang yang mengatur
Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, sebagaimana
dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria,sekaligus mewujudkan unifikasi Hukum Tanah Nasional;

Mengingat:         1.   Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1),dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Tahun 1960 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:     UNDANG-UNDANG TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA
YANG BERKAITAN DENGAN TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
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Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.  Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitandengan tanah, yang selanjutnya disebut  Hak
Tanggungan, adalah hak jaminan yangdibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang  Nomor  5Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  berikut  atau  tidak  berikut
benda-benda  lain  yang  merupakan satu  kesatuan  dengan tanah  itu,  untukpelunasan utang  tertentu,  yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;

2. Kreditor adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu;

3. Debitor adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu;

4. Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT,adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk
membuat  akta  pemindahan hak  atastanah,  akta  pembebanan hak  atas  tanah,  dan akta  pemberian kuasa
membebankan HakTanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.  Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah akta PPAT yang berisipemberian Hak Tanggungan kepada kreditor
tertentu sebagai jaminan untukpelunasan piutangnya;

6. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan PertanahanNasional di wilayah kabupaten, kotamadya, atau wilayah
administratif  lain yangsetingkat,  yang melakukan pendaftaran hak  atas  tanah dan pemeliharaan daftarumum
pendaftaran tanah.

Pasal 2

(1) Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi,kecuali jika diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan sebagaimanadimaksud pada ayat (2).

(2) Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atastanah, dapat diperjanjikan dalam Akta Pemberian
Hak Tanggungan yangbersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan caraangsuran
yang  besarnya  sama  dengan nilai  masing-masing  hak  atas  tanah yangmerupakan bagian dari  obyek  Hak
Tanggungan, yang akan dibebaskan dari HakTanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya
membebani sisaobyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi.

Pasal 3

(1)        Utang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan dapatberupa utang yang telah ada atau yang
telah diperjanjikan dengan jumlahtertentu atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi Hak Tanggungan
diajukandapat  ditentukan  berdasarkan  perjanjian  utang-piutang  atau  perjanjian  lain  yangmenimbulkan
hubungan utang-piutang yang bersangkutan.

(2)        Hak Tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasaldari satu hubungan hukum atau untuk satu
utang atau lebih yang berasal daribeberapa hubungan hukum.

BAB II
OBYEK HAK TANGGUNGAN

Pasal 4

(1) Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah:

Hak Milik;a.
Hak Guna Usaha;b.
Hak Guna Bangunan.c.

(2) Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut
ketentuan yang  berlaku wajib  didaftardan menurut  sifatnya  dapat  dipindahtangankan dapat  juga  di-bebani
HakTanggungan.

(3) Pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Pakai atas tanah Hak Milikakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

(4) Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanahberikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang
telah  ada  atau  akan  ada  yangmerupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah  tersebut,  dan  yang  merupakan
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milikpemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalamAkta Pemberian Hak
Tanggungan yang bersangkutan.

(5) Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dimiliki oleh pemegang
hak  atas  tanah,  pembebanan  Hak  Tanggungan  atas  benda-benda  tersebut  hanya  dapat  dilakukan
denganpenandatanganan serta pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan olehpemiliknya atau
yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik.

Pasal 5

(1) Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih darisatu Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan
lebih dari satu utang.

(2) Apabila suatu obyek Hak Tanggungan dibebani dengan lebih darisatu Hak Tanggungan, peringkat masing-masing
Hak Tanggungan ditentukan menuruttanggal pendaftarannya pada Kantor Pertanahan.

(3) Peringkat Hak Tanggungan yang didaftar pada tanggal yang samaditentukan menurut tanggal pembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan yangbersangkutan

Pasal 6

Apabila  debitor  cidera  janji,  pemegang  HakTanggungan  pertama  mempunyai  hak  untuk  menjual  obyek  Hak
Tanggungan ataskekuasaan sendiri  melalui  pelelangan umum serta  mengambil  pelunasan piutangnyadari  hasil
penjualan tersebut.

Pasal 7

Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangansiapa pun obyek tersebut berada.

BAB III
PEMBERI DAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN

Pasal 8

(1)        Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badanhukum yang mempunyai kewenangan
untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyekHak Tanggungan yang bersangkutan.

(2)        Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek HakTanggungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus ada pada pemberi HakTanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan.

Pasal 9

Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang
berpiutang.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN,PENDAFTARAN, PERALIHAN, DAN HAPUSNYA HAKTANGGUNGAN

Pasal 10

(1)        Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untukmemberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan
pelunasan  utang  tertentu,  yangdituangkan  di  dalam  dan  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari
perjanjianutang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utangtersebut.

(2)        Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan AktaPemberian Hak Tanggungan oleh PPAT
sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

(3)        Apabila obyek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah yangberasal dari konversi hak lama yang telah
memenuhi syarat untuk didaftarkanakan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian Hak Tanggungan
dilakukanbersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkan:

nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan;a.
domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, danapabila di antara mereka ada yang berdomisilib.
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di luar Indonesia, baginya haruspula dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal
domisilipilihan itu tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan Akta Pemberian HakTanggungan
dianggap sebagai domisili yang dipilih;
penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijaminsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal
10 ayat (1);

c.

nilai tanggungan;d.
uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan.e.

(2) Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji, antara lain:

a.         janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untukmenyewakan obyek Hak Tanggungan
dan/atau menentukan atau mengubah jangka waktusewa dan/atau menerima uang sewa di muka, kecuali
dengan persetujuan tertulislebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;

b.         janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untukmengubah bentuk atau tata susunan
obyek Hak Tanggungan, kecuali denganpersetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;

c.          janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang HakTanggungan untuk mengelola obyek Hak
Tanggungan berdasarkan penetapan KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek
Hak Tanggunganapabila debitor sungguh-sungguh cidera janji;

d.         janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang HakTanggungan untuk menyelamatkan obyek Hak
Tanggungan,  jika  hal  itu diperlukanuntuk  pelaksanaan eksekusi  atau untuk  mencegah menjadi  hapusnya
ataudibatalkannya  hak  yang  menjadi  obyek  Hak  Tanggungan  karena  tidak  dipenuhi  ataudilanggarnya
ketentuan undang-undang;

e.         janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek
Hak Tanggungan apabila debitorcidera janji;

f.          janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertamabahwa obyek Hak Tanggungan tidak akan
dibersihkan dari Hak Tanggungan;

g.         janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskanhaknya atas obyek Hak Tanggungan tanpa
persetujuan tertulis lebih dahulu daripemegang Hak Tanggungan;

h.         janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruhatau sebagian dari ganti rugi yang diterima
pemberi Hak Tanggungan untukpelunasan piutangnya apabila obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya
olehpemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum;

i.          janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruhatau sebagian dari uang asuransi yang
diterima pemberi Hak Tanggungan untukpelunasan piutangnya, jika obyek Hak Tanggungan diasuransikan;

j.          janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyekHak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak
Tanggungan;

k.         janjiyang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

Pasal 12

Janji  yang memberikan kewenangan kepada pemegang HakTanggungan untuk  memiliki  obyek  Hak  Tanggungan
apabila debitor cidera janji,batal demi hukum.

Pasal 13

(1) Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.

(2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelahpenandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yangbersangkutan
dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.

(3) Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan
membuatkan buku-tanah Hak Tanggungandan mencatatnya dalam buku-tanah hak atas tanah yang menjadi obyek
HakTanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah yangbersangkutan.

(4) Tanggal buku-tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah
penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuhpada
hari libur, buku-tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerjaberikutnya.
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(5) Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku-tanah HakTanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 14

(1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai
dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku.

(2)  Sertipikat  Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)memuat  irah-irah dengan kata-kata "DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA".

(3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama
dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse
acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.

(4)  Kecuali  apabila  diperjanjikan lain,  sertipikat  hak  atas  tanahyang  telah dibubuhi  catatan pembebanan Hak
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat  (3)  dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah
yangbersangkutan.

(5) Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan.

Pasal 15

(1) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan Hak Tanggungan;a.
tidak memuat kuasa substitusi;b.
mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utangdan nama serta identitas kreditornya, nama
dan identitas debitor apabiladebitor bukan pemberi Hak Tanggungan.

c.

(2) Kuasa Untuk Membebankan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab
apapun  juga  kecuali  karena  kuasatersebut  telah  dilaksanakan  atau  karena  telah  habis  jangka  waktunya
sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(3) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atastanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan
pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan.

(4) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atastanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan
pembuatan Akta Pemberian HakTanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan.

(5)  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dan  ayat  (4)tidak  ber-laku  dalam  hal  Surat  Kuasa
Membebankan Hak  Tanggungan diberikan  untukmenjamin  kredit  tertentu  yang  ditetapkan dalam  peraturan
perundang-undanganyang berlaku.

(6)  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  yang  tidak  diikutidengan  pembuatan  Akta  Pemberian  Hak
Tanggungan dalam waktu yang ditentukansebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), atau waktu
yangditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) batal demihukum.

Pasal 16

(1)  Jika  piutang  yang  dijamin  dengan  Hak  Tanggungan  beralihkarena  cessie,  subrogasi,  pewarisan,  atau
sebab-sebab lain, Hak Tanggungantersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru.

(2)  Beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)wajib didaftarkan oleh kreditor  yang baru
kepada Kantor Pertanahan.

(3) Pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakukan oleh Kantor Pertanahan
dengan mencatatnya  padabukutanah Hak  Tanggungan dan buku-tanah hak  atas  tanah yang  menjadi  obyek
HakTanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipika Hak Tanggungan dansertipikat  hak atas tanah
yang bersangkutan.

(4) Tanggal pencatatan pada buku-tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah
diterimanya secara lengkapsurat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan dan jikahari
ketujuh itu jatuh pada hari libur, catatan itu diberi bertanggal harikerja berikutnya.

(5) Beralihnya Hak Tanggungan mulai berlaku bagi pihak ketiga pada hari tanggal pencatatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).
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Pasal 17

Bentuk dan isi Akta Pemberian Hak Tanggungan, bentukdan isi buku-tanah Hak Tanggungan, dan hal-hal lain yang
berkaitan dengan tatacara pemberian dan pendaftaran Hak Tanggungan ditetapkan dan diselenggarakanberdasarkan
Peraturan  Pemerintah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pasal 18

(1) HakTanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut:

hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;a.
dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;b.
pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;c.
hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.d.

(2)  Hapusnya  Hak  Tanggungan karena  dilepaskan oleh pemegangnya  dilakukan dengan pemberian pernyataan
tertulis mengenai dilepaskannya Hak Tanggungan tersebut oleh pemegang Hak Tanggungan kepada pemberi Hak
Tanggungan.

(3) Hapusnya Hak Tanggungan karena pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua
Pengadilan Negeri terjadi karenapermohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut
agarhak atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan dari beban Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal
19.

(4) Hapusnya Hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibeban Hak Tanggungan tidak menyebabkan
hapusnya utang yang dijamin.

Pasal 19

(1)        Pembeli obyek Hak Tanggungan, baik dalam suatu pelelanganumum atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
maupun dalam jual  beli  sukarela,dapat  meminta  kepada  pemegang  Hak  Tanggungan agar  benda yang
dibelinya itudibersihkan dari segala beban Hak Tanggungan yang melebihi harga pembelian.

(2)        Pembersihan obyek Hak Tanggungan dari beban Hak Tanggungansebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan  dengan  pernyataan  tertulis  daripemegang  Hak  Tanggungan  yang  berisi  dilepaskannya  Hak
Tanggungan yang membebaniobyek Hak Tanggungan yang melebihi harga pembelian.

(3)        Apabila obyek Hak Tanggungan dibebani lebih dari satu HakTanggungan dan tidak terdapat kesepakatan di
antara para pemegang HakTanggungan tersebut mengenai pembersihan obyek Hak Tanggungan dari beban
yangmelebihi  harga  pembeliannya sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),  pembeli  bendatersebut  dapat
mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi letak obyek Hak
Tanggungan yang bersangkutan untuk  menetapkanpembersihan itu dan sekaligus  menetapkan ketentuan
mengenai  pembagian  hasilpenjualan  lelang  di  antara  para  yang  berpiutang  dan  peringkat  mereka
menurutperaturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)        Permohonan pembersihan obyek Hak Tanggungan dari HakTanggungan yang membebaninya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dapatdilakukan oleh pembeli benda tersebut, apabila pembelian demikian itu
dilakukandengan jual beli sukarela dan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yangbersangkutan para
pihak telah dengan tegas memperjanjikan bahwa obyek HakTanggungan tidak akan dibersihkan dari beban
Hak Tanggungan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f.

BAB V
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Pasal 20

(1)        Apabiladebitor cidera janji, maka berdasarkan:

a.         hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek HakTanggungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, atau

b.         titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat  (2),  obyek  Hak  Tanggungandijual  melalui  pelelangan  umum  menurut  tata  cara  yang  ditentukan
dalamperaturan  perundang-undangan  untuk  pelunasan  piutang  pemegang  Hak  Tanggungandengan  hak
mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.
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(2)         Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan,penjualan obyek Hak Tanggungan dapat
dilaksanakan  di  bawah  tangan  jika  dengandemikian  itu  akan  dapat  diperoleh  harga  tertinggi  yang
meng-untungkan semuapihak.

(3)        Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1
(satu)  bulan  sejak  diberitahukansecara  tertulis  oleh  pemberi  dan/atau  pemegang  Hak  Tanggungan
kepadapihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua)surat  kabar  yang
beredar  di  daerah  yang  bersangkutan  dan/atau  media  massasetempat,  serta  tidak  ada  pihak  yang
menyatakan keberatan.

(4)         Setiap  janji  untuk  melaksanakan eksekusi  Hak  Tanggungandengan cara  yang bertentangan dengan
ketentuan pada ayat (1), ayat (2), danayat (3) batal demi hukum.

(5)        Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dihindarkan dengan pelunasan utangyang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi
yang telahdikeluarkan.

Pasal 21

Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit,pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala
hak yang diperolehnyamenurut ketentuan Undang-Undang ini.

BAB VI
PENCORETAN HAK TANGGUNGAN

Pasal 22

(1)         Setelah Hak Tanggungan hapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal18,  Kantor  Pertanahan mencoret
catatan Hak Tanggungan tersebut pada bukutanahhak atas tanah dan sertipikatnya.

(2)         Dengan  hapusnya  Hak  Tanggungan,  sertipikat  Hak  Tanggunganyang  bersangkutan  ditarik  dan
bersama-sama buku-tanah Hak Tanggungan dinyatakantidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan.

(3)        Apabila sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karenasesuatu sebab tidak dikembalikan kepada
Kantor Pertanahan, hal tersebut dicatatpada buku-tanah Hak Tanggungan.

(4)        Permohonan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan oleh pihak yang berkepentingan
dengan  melampirkan  sertipikat  HakTanggungan  yang  telah  diberi  catatan  oleh  kreditor  bahwa  Hak
Tanggungan hapuskarena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan itu sudah lunas,atau
pernyataan  tertulis  dari  kreditor  bahwa  Hak  Tanggungan  telah  hapus  karenapiutang  yang  dijamin
pelunasannya dengan Hak Tanggungan itu telah lunas ataukarena kreditor  melepaskan Hak Tanggungan
yang bersangkutan.

(5)        Apabila kreditor tidak bersedia memberikan pernyataansebagaimana dimaksud pada ayat (4), pihak yang
berkepentingan dapat  mengajukanpermohonan perintah pencoretan tersebut  kepada  Ketua  Pengadilan
Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat Hak Tanggungan yang bersangkutan didaftar.

(6)        Apabila permohonan perintah pencoretan timbul dari sengketayang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri
lain,  permohonan  tersebut  harusdiajukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  memeriksa  perkara
yangbersangkutan.

(7)        Permohonan pencoretan catatan Hak Tanggungan berdasarkanperintah Pengadilan Negeri sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (5)  dan ayat  (6)diajukan kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan dengan melampirkan
salinan penetapanatau putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

(8)        Kantor Pertanahan melakukan pencoretan catatan Hak Tanggunganmenurut tata cara yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yangberlaku dalam waktu 7 (tujuh)  hari kerja terhitung sejak diterimanya
permohonansebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7).

(9)        Apabila pelunasan utang dilakukan dengan cara angsuransebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),
hapusnya Hak Tanggungan padabagian obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan dicatat pada buku-tanah
dansertipikat Hak Tanggungan serta pada buku-tanah dan sertipikat hak atas tanahyang telah bebas dari
Hak Tanggungan yang semula membebaninya.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
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Pasal 23

(1) Pejabat yang melanggar atau lalai dalam memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),
Pasal  13  ayat  (2),  dan  Pasal  15ayat  (1)  Undang-undang  ini  dan/atau  peraturan  pelaksanaannya  dapat
dikenaisanksi administratif, berupa:

tegoran lisan;a.
tegoran tertulis;b.
pemberhentian sementara dari jabatan;c.
pemberhentian dari jabatan.d.

(2) Pejabat yang melanggar atau lalai dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4),
Pasal  16  ayat  (4),  dan  Pasal  22ayat  (8)  Undang-Undang  ini  dan/atau  peraturan  pelaksanaannya  dapat
dikenaisanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

(3)  Pemberian sanksi  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dan ayat(2)  tidak  mengurangi  sanksi  yang dapat
dikenakan menurut peraturanperundang-undangan lain yang berlaku.

(4)  Ketentuan lebih lanjut  mengenai sanksi administratifsebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

(1)        Hak Tanggungan yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini,yang menggunakan ketentuan Hypotheek
atau Credietverband berdasarkan Pasal 57Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria diakui,dan selanjutnya berlangsung sebagai Hak Tanggungan menurut Undang-Undang
inisampai dengan berakhirnya hak tersebut.

(2)        Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmenggunakan ketentuan-ketentuan mengenai
eksekusi dan pencoretannya sebagaimanadiatur  dalam Pasal 20 dan Pasal 22 setelah buku-tanah dan
sertipikat HakTanggungan yang bersangkutan disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam
Pasal 14.

(3)        Surat kuasa membebankan hipotik yang ada pada saatdiundangkannya Undang-Undang ini dapat digunakan
sebagai  Surat  KuasaMembebankan  Hak  Tanggungan  dalam  waktu  6  (enam)  bulan  terhitung  sejak
saatberlakunya Undang-Undang ini,  dengan mengingat  ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15
ayat (5).

Pasal 25

Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, semua peraturan perundang-undangan
mengenai pembebanan HakTanggungan kecuali ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29tetap
berlaku sampai  ditetapkannya  peraturan pelaksanaan Undang-Undang  ini  dandalam penerapannya  disesuaikan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 26

Selama  belum ada  peraturan perundang-undangan yangmengaturnya,  dengan memperhatikan ketentuan dalam
Pasal  14,  peraturan  mengenaieksekusi  hypotheek  yang  ada  pada  mulai  berlakunya  Undang-Undang  ini,
berlakuterhadap eksekusi Hak Tanggungan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan Undang-Undang ini berlaku juga terhadappembebanan hak jaminan atas Rumah Susun dan Hak Milik atas
Satuan Rumah Susun.

Pasal 28

Sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undangini, ketentuan lebih lanjut untuk melaksanakan Undang-Undang
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ini ditetapkandengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dengan  berlakunya  Undang-Undang  ini,  ketentuan  mengenai  Credietverband  sebagaimana  tersebut  dalam
Staatsblad  1908-542  jo.Staatsblad  1909-586  dan  Staatsblad  1909-584  sebagai  yang  telah  diubah  dengan
Staatsblad 1937-190 jo.  Staatsblad 1937-191 dan ketentuan mengenai Hypotheek sebagaimana tersebut  dalam
Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada
hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang Hak Tanggungan.

Pasal 31

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 1996

MENTERI NEGARA SEKRETARISNEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 42

 

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIKINDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG

HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA
BENDA-BENDA YANG BERKAITANDENGAN TANAH

UMUM

1.         Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunannasional, merupakan salah satu upaya untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat yangadil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945. Dalamrangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunyameliputi baik
Pemerintah maupun masyarakat  sebagai orang perseorangan dan badanhukum,  sangat  diperlukan dana
dalam jumlah yang besar.  Dengan meningkatnyakegiatan pembangunan,  meningkat  juga keperluan akan
tersedianya dana, yangsebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan.

Mengingat  pentingnyakedudukan  dana  perkreditan  tersebut  dalam  proses  pembangunan,  sudah
semestinyajika pemberi dan penerima kredit  serta pihak lain yang terkait  mendapatperlindungan melalui
suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat pulamemberikan kepastian hukum bagi semua pihak
yang berkepentingan.
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2.         Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang
disebut juga Undang-Undang PokokAgraria, sudah disediakan lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat
dibebankanpada  hak  atas  tanah,  yaitu  Hak  Tanggungan,  sebagai  pengganti  lembaga  Hypotheekdan
Credietverband.

Selama 30 tahun lebih sejakmulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, lembaga Hak Tanggungan di
atasbelum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, karena belum adanya undang-undangyang mengaturnya
secara lengkap,  sesuai yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal51 Undang-Undang tersebut.  Dalam kurun
waktu itu, berdasarkan ketentuanperalihan yang tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang Pokok Agraria,
masihdiberlakukan ketentuan Hypotheek sebagaimana dimaksud dalam Buku II KitabUndang-Undang Hukum
Perdata  Indonesia  dan ketentuan Credietverband  dalamStaatsblad  1908-542  sebagaimana  yang  telah
diubah dengan Staatsblad 1937-190,sepanjang mengenai hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam atau
berdasarkanUndang-Undang Pokok Agraria.

Ketentuan-ketentuan dalamperaturan perundang-undangan di  atas  berasal  dari  zaman kolonial  Belanda
dandidasarkan pada  hukum tanah yang  berlaku sebelum adanya  Hukum Tanah Nasional,sebagaimana
pokok-pokok  ketentuannya  tercantum  dalam  Undang-Undang  PokokAgraria  dan  dimaksudkan  untuk
diberlakukan hanya  untuk  sementara  waktu,  yaitusambil  menunggu terbentuknya  Undang-Undang  yang
dimaksud oleh Pasal 51 di atas.

Oleh  karena  itu  ketentuantersebut  jelas  tidak  sesuai  dengan  asas-asas  Hukum  Tanah  Nasional  dan
dalamkenyataannya tidak dapat menampung perkembangan yang terjadi dalam bidangperkreditan dan hak
jaminan  sebagai  akibat  dari  kemajuan  pembangunan  ekonomi.Akibatnya  ialah  timbulnya  perbedaan
pandangan dan penafsiran mengenai  berbagaimasalah dalam pelaksanaan hukum jaminan atas  tanah,
misalnya  mengenaipencantuman titel  eksekutorial,  pelaksanaan eksekusi  dan lain  sebagainya,sehingga
peraturan perundang-undangan tersebut dirasa kurang memberikan jaminankepastian hukum dalam kegiatan
perkreditan.

3.         Atas dasar kenyataan tersebut, perlu segera ditetapkanundang-undang mengenai lembaga hak jaminan atas
tanah yang kuat denganciri-ciri:

a.         memberikankedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada pemegangnya;

b.         selalumengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapa pun obyek itu berada;

c.         memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapatmengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian
hukum kepada pihak-pihak yangberkepentingan;

d.         mudahdan pasti pelaksanaan eksekusinya.

4.         Memperhatikan ciri-ciri di atas, maka dengan Undang-undangini ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai
lembaga  hak  jaminan yang  olehUndang-Undang  Pokok  Agraria  diberi  nama  Hak  Tanggungan.  Dengan
diundangkannyaUndang-undang  ini,  maka  kita  akan maju  selangkah dalam mewujudkan tujuanUndang-
Undang  Pokok  Agraria  membangun  Hukum  Tanah  Nasional,  dengan  menciptakankesatuan  dan
kesederhanaan hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyatseluruhnya.

Hak  Tanggungan  adalah  hakjaminan  atas  tanah  untuk  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan
kedudukandiutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalamarti, bahwa jika debitor
cidera  janji,  kreditor  pemegang  Hak  Tanggungan berhakmenjual  melalui  pelelangan umum tanah yang
dijadikan  jaminan  menurut  ketentuanperaturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan,  dengan  hak
mendahulu daripadakreditor-kreditor  yang lain.  Kedudukan diutamakan tersebut  sudah barang tentutidak
mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuanhukum yang berlaku.

5.         Dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang ditunjuk sebagai hakatas tanah yang dapat dijadikan jaminan
utang dengan dibebani  Hak  Tanggunganadalah Hak  Milik,  Hak  Guna Usaha,  dan Hak  Guna Bangunan,
sebagai hak-hak atastanah yang wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan. Olehkarena
itu dalam Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria yang harus diatur  denganundang-undang adalah Hak
Tanggungan atas Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan HakGuna Bangunan.

Hak Pakai dalamUndang-Undang Pokok Agraria tidak ditunjuk sebagai obyek Hak Tanggungan, karenapada
waktu itu tidak termasuk hak-hak atas tanah yang wajib didaftar dankarenanya tidak dapat memenuhi syarat
publisitas untuk dapat dijadikan jaminanutang. Dalam perkembangannya Hak Pakai pun harus didaftarkan,
yaitu Hak Pakaiyang diberikan atas tanah Negara. Sebagian dari Hak Pakai yang didaftar itu,menurut sifat
dan  kenyataannya  dapat  dipindahtangankan,  yaitu  yang  diberikankepada  orang  perseorangan  dan
badan-badan hukum perdata.
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Dalam Undang-Undang Nomor 16Tahun 1985 tentang Rumah Susun, Hak Pakai yang dimaksudkan itu dapat
dijadikanjaminan utang  dengan dibebani  fidusia.  Dalam Undang-Undang  ini  Hak  Pakaitersebut  ditunjuk
sebagai  obyek  Hak  Tanggungan.  Sehubungan  dengan  itu,  makauntuk  selanjutnya,  Hak  Tanggungan
merupakan satu-satunya lembaga hak jaminanatas tanah, dan dengan demikian menjadi tuntaslah unifikasi
Hukum TanahNasional, yang merupakan salah satu tujuan utama Undang-Undang Pokok Agraria.Pernyataan
bahwa  Hak  Pakai  tersebut  dapat  dijadikan obyek  Hak  Tanggunganmerupakan penyesuaian ketentuan
Undang-Undang Pokok Agraria dengan perkembanganHak Pakai itu sendiri serta kebutuhan masyarakat.

Selain  mewujudkan  unifikasiHukum  Tanah  Nasional,  yang  tidak  kurang  pentingnya  adalah,  bahwa
denganditunjuknya Hak Pakai tersebut sebagai obyek Hak Tanggungan, bagi para pemeganghaknya, yang
sebagian terbesar terdiri atas golongan ekonomi lemah yang tidakberkemampuan untuk mempunyai tanah
dengan Hak Milik atau Hak Guna Bangunan,menjadi terbuka kemungkinannya untuk memperoleh kredit yang
diperlukannya,dengan menggunakan tanah yang dipunyainya sebagai jaminan.

Dalam  pada  itu  Hak  Pakaiatas  tanah  Negara,  yang  walaupun wajib  didaftar,  tetapi  karena  sifatnya
tidakdapat  dipindahtangankan,  seperti  Hak  Pakai  atas  nama  Pemerintah,  Hak  Pakai  atasnama  Badan
Keagamaan dan  Sosial,  dan  Hak  Pakai  atas  nama  Perwakilan  NegaraAsing,  yang  berlakunya  tidak
ditentukan jangka waktunya dan diberikan selamatanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu,  bukan
merupakan obyek HakTanggungan.

Demikian  pula  Hak  Pakai  atastanah  Hak  Milik  tidak  dapat  dibebani  Hak  Tanggungan,  karena  tidak
memenuhikedua syarat di atas. Tetapi mengingat perkembangan kebutuhan masyarakat danpembangunan di
kemudian hari,  dalam Undang-Undang ini dibuka kemungkinannyauntuk dapat juga ditunjuk sebagai obyek
Hak Tanggungan, jika telah dipenuhipersyaratan sebagai yang disebutkan di atas. Hal itu lebih lanjut akan
diaturdengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian maka hak-hakatas tanah yang dengan Undang-Undang ini ditunjuk sebagai obyek Hak
Tanggunganadalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanahNegara yang
menurut  sifatnya  dapat  dipindah  tangankan.  Sedang  bagi  Hak  Pakaiatas  tanah  Hak  Milik  dibuka
kemungkinannya untuk di kemudian hari dijadikanjaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan, jika telah
dipenuhipersyaratannya.

Tanah Hak Milik yang sudahdiwakafkan, dan tanah-tanah yang dipergunakan untuk keperluan peribadatan
dankeperluan  suci  lainnya,  walaupun  didaftar,  karena  menurut  sifat  dan  tujuannyatidak  dapat
dipindahtangankan, tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.

6.          Hak Tanggungan yang diatur  dalam Undang-Undang ini padadasarnya adalah Hak Tanggungan yang
dibebankan pada hak atas tanah. Namunkenyataannya seringkali terdapat benda-benda berupa bangunan,
tanaman, danhasil karya, yang secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah yangdijadikan jaminan
tersebut. Sebagaimana diketahui Hukum Tanah Nasionaldidasarkan pada hukum adat, yang menggunakan
asas pemisahan horizontal.Sehubungan dengan itu, maka dalam kaitannya dengan bangunan, tanaman, dan
hasilkarya tersebut,  Hukum Tanah Nasional menggunakan juga asas pemisahanhorizontal.  Dalam rangka
asas  pemisahan horizontal,  benda-benda  yang  merupakansatu kesatuan dengan tanah menurut  hukum
bukan merupakan bagian dari tanah yangbersangkutan. Oleh karena itu setiap perbuatan hukum mengenai
hak-hak atastanah, tidak dengan sendirinya meliputi benda-benda tersebut.

Namun  demikian  penerapanasas-asas  hukum  adat  tidaklah  mutlak,  melainkan  selalu  memperhatikan
dandisesuaikan dengan perkembangan kenyataan dan kebutuhan dalam masyarakat yangdihadapinya. Atas
dasar  kenyataan sifat  hukum adat  itu,  dalam rangka asaspemisahan horizontal tersebut,  dalam Undang-
undang ini dinyatakan, bahwapembebanan Hak Tanggungan atas tanah, dimungkinkan pula meliputi benda-
bendasebagaimana  dimaksud  di  atas.  Hal  tersebut  telah dilakukan dan dibenarkan olehhukum dalam
praktek, sepanjang benda-benda tersebut merupakan satu kesatuandengan tanah yang bersangkutan dan
keikutsertaannya dijadikan jaminan, dengantegas dinyatakan oleh pihak-pihak dalam Akta Pemberian Hak
Tanggungannya.Bangunan, tanaman, dan hasil karya yang ikut dijadikan jaminan itu tidakterbatas pada yang
dimiliki oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan,melainkan dapat juga meliputi yang dimiliki pihak
lain. Sedangkan bangunan yangmenggunakan ruang bawah tanah, yang secara fisik tidak ada hubungannya
dengan bangunanyang ada di atas permukaan bumi di atasnya, tidak termasuk dalam pengaturanketentuan
mengenai Hak Tanggungan menurut Undang-undang ini.

Oleh  sebab  itu  Undang-undangini  diberi  judul:  Undang-Undang  tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah
BesertaBenda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan dapat disebut Undang-Undang HakTanggungan.

7          Prosespembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan, yaitu:

a.          tahap pemberian Hak Tanggungan,  dengan dibuatnya AktaPemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah, untuk selanjutnyadisebut PPAT, yang didahului dengan perjanjian utang-piutang yang
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dijamin;

b.          tahap pendaftarannya oleh Kantor  Pertanahan,  yang merupakansaat  lahirnya Hak Tanggungan yang
dibebankan.

Menurut  peraturan  perundang-undanganyang  berlaku,  PPAT  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang
membuat  akta  pemindahanhak  atas  tanah dan akta  lain dalam rangka  pembebanan hak  atas  tanah,
yangbentuk aktanya ditetapkan, sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentumengenai tanah yang
terletak dalam daerah kerjanya masing-masing. Dalamkedudukan sebagai yang disebutkan di atas, maka
akta-akta yang dibuat oleh PPATmerupakan akta otentik.

Pengertian perbuatan hukumpembebanan hak atas tanah yang pembuatan aktanya merupakan kewenangan
PPAT,meliputi  pembuatan  akta  pembebanan  Hak  Guna  Bangunan  atas  tanah  Hak  Miliksebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Pokok Agraria dan pembuatanakta dalam rangka pembebanan
Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-undangini.

Dalam  memberikan  HakTanggungan,  pemberi  Hak  Tanggungan  wajib  hadir  di  hadapan  PPAT.  Jika
karenasesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri, ia wajib menunjuk pihak lain sebagaikuasanya, dengan Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, disingkat SKMHT, yangberbentuk akta otentik. Pembuatan SKMHT
selain kepada Notaris, ditugaskan jugakepada PPAT yang keberadaannya sampai pada wilayah kecamatan,
dalam rangkamemudahkan pemberian pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan.

Pada saat  pembuatan SKMHTdan Akta Pemberian Hak Tanggungan,  harus sudah ada keyakinan pada
Notaris  atauPPAT  yang  bersangkutan,  bahwa  pemberi  Hak  Tanggungan  mempunyai  kewenangan
untukmelakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang dibebankan,walaupun kepastian
mengenai dimilikinya kewenangan tersebut baru dipersyaratkanpada waktu pemberian Hak Tanggungan itu
didaftar.

Pada tahap pemberian HakTanggungan oleh pemberi Hak Tanggungan kepada kreditor,  Hak Tanggungan
yangbersangkutan belum lahir. Hak Tanggungan itu baru lahir pada saat dibukukannyadalam buku-tanah di
Kantor Pertanahan. Oleh karena itu kepastian mengenai saatdidaftarnya Hak Tanggungan tersebut adalah
sangat penting bagi kreditor.

Saat  tersebut  bukan sajamenentukan kedudukannya  yang  diutamakan terhadap  kreditor-kreditor  yang
lain,melainkan juga menentukan peringkatnya dalam hubungannya dengankreditor-kreditor  lain yang juga
pemegang Hak Tanggungan,  dengan tanah yangsama sebagai jaminannya.  Untuk memperoleh kepastian
mengenai  saatpendaftarannya,  dalam  Undang-Undang  ini  ditentukan,  bahwa  tanggal  baku-tanahHak
Tanggungan yang bersangkutan adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaansurat-surat yang diperlukan
bagi pendaftaran tersebut secara lengkap olehKantor Pertanahan, dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari
libur, makabuku-tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya.

Dalam  rangka  memperolehkepastian  mengenai  kedudukan  yang  diutamakan  bagi  kreditor  pemegang
HakTanggungan tersebut, ditentukan pula, bahwa Akta Pemberian Hak Tanggunganbeserta surat-surat lain
yang  diperlukan bagi  pendaftarannya,  wajib  dikirimkanoleh PPAT kepada  Kantor  Pertanahan selambat-
lambatnya  7  (tujuh)  hari  kerjasetelah  penandatanganannya.  Demikian  pula  pelaksanaan  kuasa
membebankan HakTanggungan yang dimaksudkan di atas ditetapkan batas waktunya, yaitu 1 (satu)bulan
untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar dan 3 (tiga) bulan untuk hakatas tanah yang belum terdaftar.

8          Oleh karena Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakanikutan atau accessoir pada suatu piutang tertentu,
yang  didasarkan  pada  suatuperjanjian  utang-piutang  atau  perjanjian  lain,  maka  kelahiran  dan
keberadaannyaditentukan oleh adanya piutang yang dijamin pelunasannya.

Dalam  hal  piutang  yangbersangkutan  beralih  kepada  kreditor  lain,  Hak  Tanggungan  yang
menjaminnya,karena hukum beralih pula kepada kreditor  tersebut.  Pencatatan peralihan HakTanggungan
tersebut tidak memerlukan akta PPAT, tetapi cukup didasarkan padaakta beralihnya piutang yang dijamin.
Pencatatan peralihan itu dilakukan padabuku-tanah dan sertipikat Hak Tanggungan yang bersangkutan, serta
padabuku-tanah dan sertipikat hak atas tanah yang dijadikan jaminan.

Demikian juga Hak Tanggunganmenjadi hapus karena hukum, apabila karena pelunasan atau sebab-sebab
lain,piutang yang dijaminnya menjadi hapus. Dalam hal ini pun pencatatan hapusnyaHak Tanggungan yang
bersangkutan cukup didasarkan pada pernyataan tertulis darikreditor, bahwa piutang yang dijaminnya hapus.

Pada  buku-tanah  HakTanggungan  yang  bersangkutan  dibubuhkan  catatan  mengenai  hapusnya  hak
tersebut,sedang sertipikatnya ditiadakan.  Pencatatan serupa,  yang disebut  pencoretanatau lebih dikenal
sebagai "roya", dilakukan juga pada buku-tanah dansertipikat hak atas tanah yang semula dijadikan jaminan.
Sertipikat  hak  atastanah  yang  sudah  dibubuhi  catatan  tersebut,  diserahkan  kembali  kepada
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pemeganghaknya.

Dengan  tidak  mengabaikankepastian  hukum  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan,
kesederhanaanadministrasi pendaftaran Hak Tanggungan, selain dalam hal peralihan danhapusnya piutang
yang dijamin,  juga tampak pada hapusnya hak tersebut karenasebab-sebab lain,  yaitu karena dilepaskan
oleh kreditor  yang bersangkutan,pembersihan obyek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat
oleh KetuaPengadilan Negeri, dan hapusnya hak atas tanah yang dijadikan jaminan.

Sehubungan  dengan  hal-halyang  telah  dikemukakan  di  atas,  Undang-undang  ini  mengatur  tatacara
pencatatanperalihan dan hapusnya Hak Tanggungan, termasuk pencoretan atau roya.

9.         Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah danpasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika
debitor  cidera janji.  Walaupun secaraumum ketentuan tentang eksekusi telah diatur  dalam Hukum Acara
Perdata yangberlaku,  dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentangeksekusi Hak
Tanggungan dalam Undang-Undang ini, yaitu yang mengatur lembagaparate executie sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yangDiperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan Pasal 258
Reglemen AcaraHukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van hetRechtswezen
in de Gewesten Buiten Java en Madura).

Sehubungan dengan itu padasertipikat Hak Tanggungan, yang berfungsi sebagai surat-tanda-bukti adanya
HakTanggungan,  dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata "DEMI  KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA", untuk memberikan kekuataneksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang
sudah mempunyai kekuatanhukum tetap.

Selain  itu  sertipikat  HakTanggungan  tersebut  dinyatakan  sebagai  pengganti  grosse  acte  Hypotheek,
yanguntuk  eksekusi  Hypotheek  atas  tanah  ditetapkan  sebagai  syarat  dalammelaksanakan  ketentuan
pasal-pasal kedua Reglemen di atas.

Agar  ada  kesatuan  pengertiandan  kepastian  mengenai  penggunaan  ketentuan-ketentuan  tersebut,
ditegaskanlebih lanjut  dalam Undang-Undang ini,  bahwa selama belum ada peraturanperundang-undangan
yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi Hypotheek yangdiatur dalam kedua Reglemen tersebut,
berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.

10.         Untuk memudahkan dan menyederhanakan pelaksanaanketentuan-ketentuan Undang-Undang ini bagi
kepentingan  pihak-pihak  yangbersangkutan,  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  diberikan  kewenangan
tertentu,yaitu:  penetapan memberikan kuasa  kepada  kreditor  untuk  mengelola  obyek  HakTanggungan,
penetapan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan pembersihanobyek Hak Tanggungan, dan pencoretan
Hak Tanggungan.

11.        Untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungankepada pihak-pihak yang berkepentingan,
dalam  Undang-Undang  ini  diatur  sanksiadministratif  yang  dikenakan  kepada  para  pelaksana  yang
bersangkutan,  terhadappelanggaran  atau  kelalaian  dalam  memenuhi  berbagai  ketentuan
pelaksanaantugasnya masing-masing.

Selain  dikenakan  sanksiadministratif  tersebut  di  atas,  apabila  memenuhi  syarat  yang  diperlukan,
yangbersangkutan masih dapat digugat secara perdata dan/atau dituntut pidana.

12.         Undang-undang ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang PokokAgraria yang disesuaikan dengan
perkembangan keadaan dan mengatur  berbagai  halbaru berkenaan dengan lembaga  Hak  Tanggungan
sebagaimana telah diuraikan diatas, yang cakupannya meliputi:

a.         obyekHak Tanggungan;

b.         pemberidan pemegang Hak Tanggungan;

c.         tatacarapemberian, pendaftaran, peralihan, dan hapusnya Hak Tanggungan;

d.         eksekusiHak Tanggungan;

e.         pencoretanHak Tanggungan;

f.          sanksi,administratif;

            dandilengkapi pula dengan Penjelasan Umum serta Penjelasan Pasal demi Pasal.

Ketentuan  pelaksanaan  lebihlanjut  hal-hal  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  ini,
terdapatdalam berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sedang sebagianlagi masih perlu
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ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan peraturanperundang-undangan lain.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

            Ayat(1)

Yang dimaksud dengan sifat  tidak dapat  dibagi-bagiHak Tanggungan adalah bahwa Hak Tanggungan membebani
secara  utuh obyek  HakTanggungan dan setiap  bagian daripadanya.  Telah dilunasinya  sebagian dari  utangyang
dijamin tidak  berarti  terbebasnya sebagian obyek  Hak  Tanggungan dari  bebanHak Tanggungan,  melainkan Hak
Tanggungan itu tetap membebani seluruh obyek HakTanggungan untuk sisa utang yang belum dilunasi.

            Ayat(2)

Ketentuan ini  merupakan perkecualian dari  asas  yangditetapkan pada  ayat  (1)  untuk  menampung  kebutuhan
perkembangan duniaperkreditan,  antara lain untuk mengakomodasi keperluan pendanaan pembangunankompleks
perumahan yang semula menggunakan kredit untuk pembangunan seluruhkompleks dan kemudian akan dijual kepada
pemakai satu persatu, sedangkan untukmembayarnya pemakai akhir ini juga menggunakan kredit dengan jaminan
rumah yangbersangkutan.

Sesuai ketentuan ayat ini apabila Hak Tanggungan itudibebankan pada beberapa hak atas tanah yang terdiri dari
beberapa  bagian yangmasing-masing  merupakan suatu kesatuan yang  berdiri  sendiri  dan dapat  dinilaisecara
tersendiri,  asas  tidak  dapat  dibagi-bagi  ini  dapat  disimpangi  asal  halitu diperjanjikan secara  tegas  dalam Akta
Pemberian Hak Tanggungan yangbersangkutan.

Pasal 3

            Ayat(1)

Utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dapatberupa utang yang sudah ada maupun yang belum ada tetapi
sudah diperjanjikan,misalnya utang yang timbul  dari  pembayaran yang dilakukan oleh kreditor  untukkepentingan
debitor dalam rangka pelaksanaan bank garansi. Jumlahnya pun dapatditentukan secara tetap di dalam perjanjian
yang  bersangkutan  dan  dapat  puladitentukan  kemudian  berdasarkan  cara  perhitungan  yang  ditentukan
dalamperjanjian yang menimbulkan hubungan utang-piutang yang bersangkutan, misalnyautang bunga atas pinjaman
pokok dan ongkos-ongkos lain yang jumlahnya barudapat ditentukan kemudian.

Perjanjian yang  dapat  menimbulkan hubunganutang-piutang  dapat  berupa  perjanjian pinjam meminjam maupun
perjanjian lain,misalnya perjanjian pengelolaan harta kekayaan orang yang belum dewasa atauyang berada dibawah
pengampuan, yang diikuti dengan pemberian Hak Tanggunganoleh pihak pengelola.

            Ayat(2)

Seringkali terjadi debitor berutang kepada lebihdari satu kreditor, masing-masing didasarkan pada perjanjian utang-
piutang yangberlainan, misalnya kreditor adalah suatu bank dan suatu badan afiliasi bankyang bersangkutan. Piutang
para kreditor tersebut dijamin dengan satu HakTanggungan kepada semua kreditor dengan satu akta pemberian Hak
Tanggungan. HakTanggungan tersebut dibebankan atas tanah yang sama. Bagaimana hubungan parakreditor satu
dengan yang lain,  diatur  oleh mereka sendiri,  sedangkan dalamhubungannya dengan debitor  dan pemberi  Hak
Tanggungan kalau bukan debitorsendiri yang memberinya, mereka menunjuk salah satu kreditor yang akanbertindak
atas nama mereka. Misalnya mengenai siapa yang akan menghadap PPATdalam pemberian Hak Tanggungan yang
diperjanjikan dan siapa yang akan menerimadan menyimpan sertipikat Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Pasal 4

            Ayat(1)

Yang  dimaksud  dengan  Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  danHak  Guna  Bangunan  adalah  hak-hak  atas  tanah
sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Hak Guna Bangunan meliputi Hak Guna Bangunan di atastanah Negara, di atas tanah Hak Pengelolaan, maupun di
atas tanah Hak Milik.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Penjelasan Umumangka 5, dua unsur mutlak dari hak atas tanah yang dapat
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dijadikan obyek HakTanggungan adalah:

a.         hak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku wajib didaftardalam daftar umum, dalam hal ini pada Kantor
Pertanahan. Unsur ini berkaitandengan kedudukan diutamakan (preferent) yang diberikan kepada kreditor
pemegangHak Tanggungan terhadap kreditor lainnya. Untuk itu harus ada catatan mengenaiHak Tanggungan
tersebut  pada buku-tanah dan sertipikat  hak atas tanah yangdibebaninya,  sehingga setiap orang dapat
mengetahuinya (asas publisitas), dan

b.         hak tersebut menurut sifatnya harus dapat dipindahtangankan,sehingga apabila diperlukan dapat segera
direalisasi untuk membayar utang yangdijamin pelunasannya.

Sehubungan dengan kedua syarat di atas, Hak Milikyang sudah diwakafkan tidak dapat dibebani Hak Tanggungan,
karena sesuai denganhakikat  perwakafan,  Hak Milik  yang demikian sudah dikekalkan sebagai hartakeagamaan.
Sejalan dengan itu, hak atas tanah yang dipergunakan untuk keperluanperibadatan dan keperluan suci lainnya juga
tidak dapat dibebani HakTanggungan.

            Ayat(2)

Hak  Pakai  atas  tanah Negara  yang  dapatdipindahtangankan meliputi  Hak  Pakai  yang  diberikan kepada  orang
perseoranganatau badan hukum untuk  jangka waktu tertentu yang ditetapkan didalam keputusanpemberiannya.
Walaupun didalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
ditentukan  bahwa  untukmemindahtangankan  Hak  Pakai  atas  tanah  Negara  diperlukan  izin  dari  pejabat
yangberwenang, namun menurut sifatnya Hak Pakai itu memuat hak untukmemindahtangankan kepada pihak lain. Izin
yang  diperlukan dari  pejabat  yangberwenang  hanyalah  berkaitan  dengan per-syaratan  apakah penerima  hak
memenuhisyarat untuk menjadi pemegang Hak Pakai.

Mengenai kewajiban pendaftaran Hak Pakai atas tanahNegara, lihat Penjelasan Umum angka 5.

            Ayat(3)

Hak  Pakai  atas  tanah Hak  Milik  baru dapat  dibebaniHak  Tanggungan apabila  hal  itu sudah ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.Ketentuan ini  diadakan,  karena perkembangan mengenai  Hak  Pakai  atas  tanah HakMilik
tergantung pada keperluannya di dalam masyarakat.  Walaupun pada waktu inibelum dianggap perlu mewajibkan
pendaftaran Hak Pakai atas  tanah Hak Milik,sehingga hak tersebut  tidak memenuhi syarat  untuk  dibebani Hak
Tanggungan,namun untuk menampung perkembangan di waktu yang akan datang kemungkinan untukmembebankan
Hak Tanggungan pada Hak Pakai atas tanah Hak Milik tidak ditutupsama sekali.

Lihat Penjelasan Umum angka 5.

            Ayat(4)

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umumangka 6,  Hak Tanggungan dapat  pula meliputi bangunan,
tanaman, dan hasil karyamisalnya candi, patung, gapura, relief yang merupakan satu kesatuan dengantanah yang
bersangkutan.  Bangunan yang  dapat  dibebani  Hak  Tanggungan bersamaandengan tanahnya  tersebut  meliputi
bangunan yang berada di atas  maupun di bawahpermukaan tanah misalnya basement,  yang ada hubungannya
dengan hak atas tanahyang bersangkutan.

            Ayat(5)

Sebagai  konsekuensi  dari  ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat  (4),  pembebanan Hak  Tanggungan atas
bangunan,  tanaman,  danhasil  karya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang pemiliknya laindaripada
pemegang  hak  atas  tanah  wajib  dilakukan  bersamaan  dengan  pemberian  HakTanggungan  atas  tanah  yang
bersangkutan dan dinyatakan di dalam satu AktaPemberian Hak Tanggungan,  yang ditandatangani bersama oleh
pemiliknya danpemegang hak atas tanahnya atau kuasa mereka, keduanya sebagai pihak pemberiHak Tanggungan.

Yang  dimaksud  dengan akta  otentik  dalam ayat  iniadalah Surat  Kuasa  Membebankan Hak  Tanggungan atas
benda-benda  yang  merupakansatu  kesatuan  dengan  tanah  untuk  dibebani  Hak  Tanggungan  bersama-sama
tanahyang bersangkutan.

Pasal 5

            Ayat(1)

Suatu obyek Hak Tanggungan dapat  dibebani lebih darisatu Hak Tanggungan sehingga terdapat  pemegang Hak
Tanggungan peringkatpertama, peringkat kedua, dan seterusnya.

            Ayat(2)
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Yang dimaksud dengan tanggal pendaftaran adalahtanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (4).

            Ayat(3)

Dalam hal  lebih dari  satu Hak  Tanggungan atas  satuobyek  Hak  Tanggungan dibuat  pada  tanggal  yang sama,
peringkat  Hak  Tanggungantersebut  ditentukan oleh nomor  urut  akta  pemberiannya.  Hal  ini  dimungkinkankarena
pembuatan beberapa Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut hanya dapatdilakukan oleh PPAT yang sama.

Pasal 6

            Hakuntuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satuperwujudan dari
kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggunganatau pemegang Hak Tanggungan pertama
dalam hal terdapat lebih dari satupemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan
olehpemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang HakTanggungan berhak untuk menjual
obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umumtanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan
dan selanjutnyamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripadakreditor-kreditor yang
lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi HakTanggungan.

Pasal 7

            Sifatini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang HakTanggungan. Walaupun obyek
Hak  Tanggungan sudah berpindahtangan dan menjadimilik  pihak  lain,  kreditor  masih tetap  dapat  menggunakan
haknya melakukaneksekusi, jika debitor cidera janji.

Pasal 8

            Ayat(1)

                        Cukupjelas

            Ayat(2)

Karena lahirnya Hak Tanggungan adalah pada saatdidaftarnya Hak Tanggungan tersebut, maka kewenangan untuk
melakukan perbuatanhukum terhadap obyek Hak Tanggungan diharuskan ada pada pemberi Hak Tanggunganpada
saat pembuatan buku-tanah Hak Tanggungan. Untuk itu harus dibuktikankeabsahan kewenangan tersebut pada saat
didaftarnya Hak Tanggungan yangbersangkutan.

Lihat Penjelasan Umum angka 7.

Pasal 9

            Cukupjelas

Pasal 10

            Ayat(1)

Sesuai dengan sifat accessoir dari Hak Tanggungan,pemberiannya haruslah merupakan ikutan dari perjanjian pokok,
yaitu  perjanjianyang  menimbulkan  hubungan  hukum  utang-piutang  yang  dijamin  pelunasannya.Perjanjian  yang
menimbulkan hubungan utang-piutang ini dapat dibuat dengan aktadi bawah tangan atau harus dibuat dengan akta
otentik, tergantung padaketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu. Dalam hal hubunganutang-piutang itu
timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit,perjanjian tersebut dapat dibuat di dalam maupun di luar
negeri dan pihak-pihakyang bersangkutan dapat orang perseorangan atau badan hukum asing sepanjang kredityang
bersangkutan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah negaraRepublik Indonesia.

            Ayat(2)

                        Cukupjelas

            Ayat(3)

Yang dimaksud dengan hak lama adalah hak kepemilikanatas tanah menurut hukum adat yang telah ada akan tetapi
proses administrasidalam konversinya belum selesai dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus dipenuhiadalah syarat-
syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Mengingat  tanah dengan hak  sebagaimana  dimaksud  diatas  pada  waktu ini  masih banyak,  pembebanan Hak
Tanggungan  pada  hak  atas  tanahitu  dimungkinkan  asalkan  pemberiannya  dilakukan  bersamaan  dengan
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permohonanpendaftaran hak atas tanah tersebut. Kemungkinan ini dimaksudkan untuk memberikesempatan kepada
pemegang hak atas tanah yang belum bersertipikat  untukmemperoleh kredit.  Disamping itu,  kemungkinan di atas
dimaksudkan juga untukmendorong pensertipikatan hak atas tanah pada umumnya.

Dengan adanya ketentuan ini berarti bahwa penggunaantanah yang bukti kepemi-likannya berupa girik, petuk, dan
lain-lain yangsejenis masih dimungkinkan sebagai agunan sebagaimana diatur dalamUndang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan.  Ketentuan ini  menunjukkanbagaimana caranya untuk  meningkatkan pemberian agunan
tersebut menjadi Hak Tanggungan.

Pasal 11

            Ayat(1)

Ketentuan  ini  menetapkan  isi  yang  sifatnya  wajibuntuk  sahnya  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan.  Tidak
dicantumkannya  secara  lengkaphal-hal  yang  disebut  pada  ayat  ini  dalam  Akta  Pemberian  Hak
Tanggunganmengakibatkan akta yang bersangkutan batal demi hukum. Ketentuan inidimaksudkan untuk memenuhi
asas spesialitas dari Hak Tanggungan, baik mengenaisubyek, obyek, maupun utang yang dijamin.

Huruf a

Apabila Hak Tanggungan dibebankan pula padabenda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik
orang perseoranganatau badan hukum lain daripada pemegang hak atas tanah,  pemberi Hak Tanggunganadalah
pemegang hak atas tanah bersama-sama pemilik benda tersebut.

Huruf b

Dengan dianggapnya kantor  PPAT sebagai  domisiliIndonesia  bagi  pihak  yang berdomisili  di  luar  negeri  apabila
domisilipilihannya tidak disebut di dalam akta, syarat pencantuman domisili pilihantersebut dianggap sudah dipenuhi.

Huruf c

Penunjukan utang atau utang-utang yang dijaminsebagaimana dimaksud pada huruf  ini  meliputi  juga  nama dan
identitas debitoryang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungansebagaimana dimaksud pada huruf ini meliputi rincian mengenai
sertipikat hakatas tanah yang bersangkutan atau bagi tanah yang belum terdaftarsekurang-kurangnya memuat uraian
mengenai kepemilikan, letak, batas-batas, danluas tanahnya.

            Ayat(2)

Janji-janji yang dicantumkan pada ayat ini sifatnyafakultatif  dan tidak mempunyai pengaruh terhadap sahnya akta.
Pihak-pihak bebasmenentukan untuk menyebutkan atau tidak menyebutkan janji-janji ini dalam AktaPemberian Hak
Tanggungan.

Dengan dimuatnya janji-janji tersebut dalam AktaPemberian Hak Tanggungan yang kemudian didaftar pada Kantor
Pertanahan,janji-janji tersebut juga mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Huruf a dan b

Pemberi Hak Tanggungan masih diperbolehkanmelaksanakan kewenangan yang dibatasi sebagaimana dimaksud
pada huruf-huruf inisepanjang untuk itu telah diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang HakTanggungan.

Huruf c

Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang HakTanggungan untuk mengelola obyek Hak Tanggungan
dapat  merugikan  pemberi  HakTanggungan.  Oleh  karena  itu,  janji  tersebut  haruslah  disertai  persyaratan
bahwapelaksanaannya masih memerlukan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.  Sebelummengeluarkan penetapan
tersebut  Ketua  Pengadilan  Negeri  perlu  memanggil  danmendengar  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  yaitu
pemegang  Hak  Tanggungan  danpemberi  Hak  Tanggungan  serta  debitor  apabila  pemberi  Hak  Tanggungan
bukandebitor.

Huruf d
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Dalam janji ini termasuk pemberian kewenangan kepadapemegang Hak Tanggungan untuk atas biaya pemberi Hak
Tanggungan mengurusperpanjangan hak atas tanah yang dijadikan obyek Hak Tanggungan untuk mencegahhapusnya
Hat Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah, dan melakukan pekerjaanlain yang diperlukan untuk menjaga agar
obyek Hak Tanggungan tidak berkurangnilainya yang akan mengakibatkan berkurangnya harga penjualan sehingga
tidakcukup untuk melunasi utang yang dijamin.

Huruf e

Untuk dipunyainya kewenangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan
dicantumkan janji ini.

Huruf f

Janji  ini  dimaksudkan untuk  melindungi  kepentinganpemegang  Hak  Tanggungan kedua  dan seterusnya.  Dengan
adanya  janji  ini,  tanpapersetujuan  pembersihan  dari  pemegang  Hak  Tanggungan  kedua  dan  seterusnya,
HakTanggungan  kedua  dan  seterusnya  tetap  membebani  obyek  Hak  Tanggungan,  walaupunobyek  itu  sudah
dieksekusi untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggunganpertama.

Huruf g

Yang dimaksud pada huruf ini adalah melepaskanhaknya secara sukarela.

Huruf h

Yang dimaksud pada huruf ini adalah pelepasan haksecara sukarela, atau pencabutan hak untuk kepentingan umum
berdasarkanperaturan perundang-undangan.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Janji ini penting untuk dapat memperoleh harga yangtinggi dalam penjualan obyek Hak Tanggungan.

Huruf k

Tanpa dicantumkannya janji ini, sertipikat hak atastanah yang dibebani Hak Tanggungan diserahkan kepada pemberi
Hak Tanggungan.

Pasal 12

Ketentuan ini diadakan dalam rangka melindungi kepentingan debitor dan pemberi HakTanggungan lainnya, terutama
jika nilai obyek Hak Tanggungan melebihi besar-nyautang yang dijamin. Pemegang Hak Tanggungan dilarang untuk
secara serta mertamenjadi pemilik obyek Hak Tanggungan karena debitor cidera janji.  Walaupundemikian tidaklah
dilarang bagi pemegang Hak Tanggungan untuk menjadi pembeli obyek Hak Tanggungan asalkan melalui prosedur
yang diatur dalam Pasal 20.

Pasal 13

            Ayat(1)

Salah satu asas Hak Tanggungan adalah asaspublisitas. Oleh karena itu didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan
merupakansyarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya HakTanggungan terhadap pihak
ketiga.

            Ayat(2)

Dengan pengiriman oleh PPAT berarti akta dan warkahlain yang diperlukan itu disampaikan ke Kantor Pertanahan
melalui  petugasnyaatau dikirim melalui  pos  tercatat.  PPAT wajib  menggunakan cara yang paling baikdan aman
dengan memperhatikan kondisi daerah dan fasilitas yang ada, sertaselalu berpedoman pada tujuan untuk didaftarnya
Hak Tanggungan itu secepatmungkin.

Warkah lain yang dimaksud pada ayat ini meliputisurat-surat bukti yang berkaitan dengan obyek Hak Tanggungan
dan identitaspihak-pihak yang bersangkutan,  termasuk di dalamnya sertipikat  hak atas tanahdan/atau surat-surat
keterangan mengenai obyek hak Tanggungan.

PPAT wajib melaksanakan ketentuan pada ayat inikarena jabatannya. Sanksi atas pelanggarannya akan ditetapkan
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dalam peraturanperundang-undangan yang mengatur jabatan PPAT.

            Ayat(3)

Cukup jelas

            Ayat(4)

Agar  pembuatan buku-tanah Hak Tanggungan tersebuttidak berlarut-larut  sehingga dapat  merugikan pihak-pihak
yang berkepentingandan mengurangi jaminan kepastian hukum, ayat ini menetapkan satu tanggal yangpasti sebagai
tanggal buku-tanah itu, yaitu tanggal hari ketujuh dihitung darihari dipenuhinya persyaratan berupa surat-surat untuk
pendaftaran secaralengkap.

            Ayat(5)

Dengan dibuatnya buku-tanah Hak Tanggungan,  asas publisitasterpenuhi dan Hak Tanggungan itu mengikat  juga
pihak ketiga.

Pasal 14

            Ayat(1)

Cukup jelas

            Ayat(2) dan ayat (3)

Irah-irah yang dicantumkan pada sertipikat HakTanggungan dan dalam ketentuan pada ayat ini, dimaksudkan untuk
menegaskanadanya kekuatan eksekutorial pada sertipikat  Hak Tanggungan,  sehingga apabiladebitor  cidera janji,
siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui
tata cara dandengan menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan peraturan Hukum AcaraPerdata.

Lihat Penjelasan Umum angka 9 dan penjelasan Pasal26.

            Ayat(4)

Cukup jelas

            Ayat(5)

Cukup jelas

Pasal 15

            Ayat(1)

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Penjelasan Umumangka 7 pada asasnya pembebanan Hak Tanggungan
wajib dilakukan sendiri olehpemberi Hak Tanggungan. Hanya apabila benar-benar diperlukan, yaitu dalam halpemberi
Hak Tanggungan tidak dapat  hadir  dihadapan PPAT,  diperkenankanpenggunaan Surat  Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan. Sejalan dengan itu, suratkuasa tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi Hak Tanggungan dan
harusmemenuhi persyaratan mengenai muatannya sebagaimana ditetapkan pada ayat ini.Tidak dipenuhinya syarat
ini  mengakibatkan  surat  kuasa  yang  bersangkutan  bataldemi  hukum,  yang  berarti  bahwa  surat  kuasa  yang
bersangkutan  tidak  dapatdigunakan  sebagai  dasar  pembuatan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan.  PPAT
wajibmenolak permohonan untuk membuat  Akta Pemberian Hak Tanggungan,  apabila SuratKuasa Membebankan
Hak Tanggungan tidak dibuat sendiri oleh pemberi Hak,Tanggungan atau tidak memenuhi persyaratan termaksud di
atas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan tidak memuat kuasa untukmelakukan perbuatan hukum lain dalam ketentuan ini,  misalnya
tidak memuat kuasauntuk menjual, menyewakan obyek Hak Tanggungan, atau memperpanjang hak atastanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengertian substitusi menurutUndang-undang ini adalah penggantian penerima kuasa melalui
pengalihan.  Bukanmerupakan substitusi,  jika penerima kuasa memberikan kuasa kepada pihak laindalam rangka
penugasan untuk bertindak mewakilinya, masalnya Direksi Bankmenugaskan pelaksanaan kuasa yang diterimanya
kepada Kepala Cabangnya ataupihak lain.
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Huruf c

Kejelasan mengenai unsur-unsur pokok dalampembebanan Hak Tanggungan sangat  diperlukan untuk kepentingan
perlindunganpemberi  Hak  Tanggungan.  Jumlah utang  yang  dimaksud  pada  huruf  ini  adalah jumlahutang  sesuai
dengan yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat (1).

            Ayat(2)

Cukup jelas

            Ayat(3)

Cukup jelas

            Ayat(4)

Tanah yang belum terdaftar adalah tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). Batas waktu penggunaan
Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftarditentukan lebih lama
daripada tanah yang sudah didaftar pada ayat (3),mengingat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan pada hak
atas tanah yangbelum terdaftar harus dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hakatas tanah yang
bersangkutan  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  10  ayat  (3),yang  terlebih  dahulu  perlu  dilengkapi
persyaratannya.

Persyaratan  bagi  pendaftaran  hak  atas  tanah  yangbelum  terdaftar  meliputi  diserahkannya  surat-surat  yang
memerlukan waktu untukmemperolehnya,  misalnya surat  keterangan riwayat  tanah,  surat  keterangan dariKantor
Pertanahan bahwa tanah yang bersangkutan belum bersertipikat, danapabila bukti kepemilikan tanah tersebut masih
atas nama orang yang sudahmeninggal, surat keterangan waris dan surat pembagian waris.

Ketentuan pada ayat  ini berlaku juga terhadap tanahyang sudah bersertipikat,  tetapi belum didaftar  atas nama
pemberi HakTanggungan sebagai pemegang hak atas tanah yang baru,  yaitu tanah yang belumdidaftar peralihan
haknya, pemecahannya, atau penggabungannya.

            Ayat(5)

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan mengingatkepentingan golongan ekonomi lemah,  untuk pemberian
kredit tertentu yangditetapkan Pemerintah seperti kredit program, kredit kecil, kredit pemilikanrumah, dan kredit lain
yang sejenis,  batas waktu berlakunya Surat  KuasaMembebankan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4)tidak berlaku. Penentuan batas waktu berlakunya Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan
untuk jenis kredit tertentu tersebut dilakukan oleh Menteri yangberwenang di bidang pertanahan setelah mengadakan
koordinasi dan konsultasidengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan pejabat lain yangterkait.

            Ayat(6)

Ketentuan mengenai  batas  waktu berlakunya  SuratKuasa  Membebankan Hak  Tanggungan dimaksudkan untuk
mencegah berlarut-larutnyawaktu pelaksanaan kuasa itu. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan dibuatnyaSurat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan baru.

Pasal 16
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka
mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945 ;

a.

bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif,
dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju,
diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan ;

b.

bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di
bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di
bidang perekonomian khususnya sektor Perbankan ;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu
mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang ;

d.

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ;1.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865) ;

2.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) ;

3.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG
PERBANKAN

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,
serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya ;

1.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan2.
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menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ;
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan
Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ;

3.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau
berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ;

4.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian
penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu ;

5.

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro,
sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan ;

6.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan
perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank ;

7.

Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpannya dapat
dipindahtangankan ;

8.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang
disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan
itu ;

9.

Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap
derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim
diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang ;

10.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ;

11.

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau
bagi hasil ;

12.

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk
menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan
syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan
prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau
dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain
(ijarah wa iqtina) ;

13.

Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip,
dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut ;

14.

Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan
Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut ;

15.

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank ;16.
Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan
berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku ;

17.

Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku ;21.
Pihak Terafiliasi adalah :22.

anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank ;a.
anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus
bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;

b.

pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum
dan konsultan lainnya ;

c.

pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara
lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi,
keluarga pengurus ;

d.

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian
fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah ;

23.

Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas
simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya;

24.

Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah
satu bank dan membubarkan bank-bank lainya dengan atau tanpa melikuidasi;

25.

Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bak baru dan
membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa likuidasi;

26.

Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank;27.
Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan
dan simpanannya." 

28.
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BAB II
ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2
Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip
kehati-hatian.

Pasal 3
Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Pasal 4
Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

BAB III
JENIS DAN USAHA BANK

Bagian Pertama
Jenis Bank

Pasal 5
Menurut jenisnya, bank terdiri dari :1.

Bank Umum ;a.
Bank Perkreditan Rakyat.b.

Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian
yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

2.

 

Bagian Kedua
Usaha Bank Umum

Pasal 6
Usaha Bank Umum meliputi :

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat
deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;

a.

memberikan kredit ;b.
menerbitkan surat pengakuan hutang ;c.
membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :d.

surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih
lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;

1.

surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari
kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;

2.

kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;3.
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;4.
obligasi ;5.
surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;6.
 instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;7.

memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;e.
menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya ;

f.

menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak
ketiga ;

g.

menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;h.
melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;i.
melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak
tercatat di bursa efek ;

j.

dihapus ;k.
melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;l.
menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;

m.

melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang
ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

n.

 
Pasal 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula :
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melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;a.
melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna
usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan,
dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;

b.

melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; dan
d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

c.

Pasal 8

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah
Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang
diperjanjikan.

1.

Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.

Pasal 9

Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i,
bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.

1.

Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.2.
Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan
dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

3.

Pasal 10
Bank Umum dilarang :

melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c ;a.
melakukan usaha perasuransian ;b.
melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7c.

Pasal 11

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang
serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait termasuk
kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

1.

Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus)
dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberikan kredit, atau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang
serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada :

3.

pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank ;a.
anggota Dewan Komisaris ;b.
anggota Direksi ;c.
keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c ;d.
pejabat bank lainnya ; dan e.
perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

f.

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas
maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat
(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

4.

Pasal 12

Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan
koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama
dengan Bank Umum.

1.

Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

2.

Pasal 12 A

Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan
berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar

1.
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lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan
ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2.

 
Bagian Ketiga

Usaha Bank Perkreditan Rakyat
Pasal 13

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;

a.

memberikan kredit ;b.
menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia ;

c.

menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito,
dan/atau tabungan pada bank lain.

d.

Pasal 14
Bank Perkreditan Rakyat dilarang :

menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran ;a.
melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing ;b.
melakukan penyertaan modal ;c.
melakukan usaha perasuransian ;d.
melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.e.

Pasal 15
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BAB IV
PERIZINAN, BENTUK HUKUM

DAN KEPEMILIIKAN

Bagian Pertama 
Perizinan
Pasal 16

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib
terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank
Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-
undang tersendiri.

1.

Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang :

2.

susunan organisasi dan kepengurusan ;a.
permodalan ;b.
kepemilikan ;c.
keahlian di bidang Perbankan ;d.
kelayakan rencana kerja.e.

Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

3.

Pasal 17
Dihapus

Pasal 18

Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.1.
Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum
hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

2.

Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank
Indonesia.

3.

Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.4.

Pasal 19

Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank
Indonesia.

1.

Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.

UU No.10 Thn 1998 - Perubahan atas UU No. 7 Thn 1992 tentang Perbankanfile:///G:/SKRIPSI siap jilid/undang2 untk lampiran/UU No.10 Thn 1998...

5 of 13 25 Jun 2014 12:17



Pasal 20

Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang
berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

1.

Pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu dari bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
dilaporkan kepada Bank Indonesia.

2.

Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3.

 
Bagian Kedua
Bentuk Hukum

Pasal 21
Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa :1.

Perseroan Terbatas ;a.
Koperasi ; ataub.
Perusahaan Daerah.c.

Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari :2.
Perusahaan Daerah ;a.
Koperasi ;b.
Perseroan Terbatas ;c.
Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.d.

Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti
bentuk hukum kantor pusatnya.

3.

 
Bagian Ketiga
Kepemilikan

Pasal 22
Bank Umum hanya dapat didirikan oleh :1.

Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia ; ataua.
Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau
badan hukum asing secara kemitraan.

b.

Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.

Pasal 23
Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia yang seluruh pemiliknya
warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya.

Pasal 24
Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan
ketentuan dalam Undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.

Pasal 25
Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat
diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

Pasal 26

Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.1.
Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat
membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek.

2.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

3.

Pasal 27
Perubahan kepemilikan bank wajib :

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal
25, dan Pasal 26 ; dan

a.

dilaporkan kepada Bank Indonesia.b.
Pasal 28

Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.1.
Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.2.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
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Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.1.
Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset,
kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank,
dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

2.

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha
lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang
mempercayakan dananya kepada bank.

3.

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko
kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

4.

Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

5.

Pasal 30

Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya
menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

1.

Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan
berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka
memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang
bersangkutan.

2.

Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

3.

Pasal 31
Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila
diperlukan.

Pasal 31 A
Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan
terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 32
Dihapus

Pasal 33

Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31 A bersifat rahasia.1.
Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31 A ditetapkan
oleh Bank Indonesia.

2.

Pasal 34

Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta
penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

1.

Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu
diaudit oleh akuntan publik.

2.

Tahun buku bank adalah tahun takwim.3.

Pasal 35
Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

Pasal 36
Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)
bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 37
Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia
dapat melakukan tindakan agar :

1.

pemegang saham menambah modal ;a.
pemegang saham menganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank ;b.
bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan
memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya ;

c.

bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain ;d.
bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban ;e.
bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain ;f.
 bank dijual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.g.
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    2   Apabila :
tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang
dihadapi bank ; dan

a.

 menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan,
Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk
segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum
bank dan membentuk tim likuidasi.

b.

Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang
berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.

Pasal 37 A
Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian
nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka
penyehatan Perbankan.

1.

Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehatan terhadap bank-bank
yang ditetapkan dan diserahkan kepada badan dimaksud.

2.

Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu :

3.

mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan
wewenang Rapat Umum Pemegang Saham ;

a.

mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris Bank ;b.
menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi
hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun
di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum ;

c.

meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank
dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank ;

d.

menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direksi, Komisaris, dan pemegang saham tertentu di
dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum ;

e.

menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain,
tanpa memerlukan persetujuan Nasabah Debitur ;

f.

mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain ;g.
melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian
tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank ;

h.

melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan menerbitkan Surat paksa ;i.
melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang
dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang
berwenang ;

j.

melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari
dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut
terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut ;

k.

menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan
membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian
tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham,
maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan ;

l.

menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam
program penyehatan ;

m.

melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.

n.

Tindakan penyehatan Perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sah
berdasarkan Undang-undang ini.

4.

Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank dalam program penyehatan
wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan
bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan
dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud.

5.

Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan keterangan dan penjelasan
yang diminta oleh badan khusus.

6.

Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri
Keuangan.

7.

Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan
berakhirnya badan khusus tersebut ;

8.

Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.9.
Pasal 37 B
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Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.1.
Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga
Penjamin Simpanan.

2.

Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.3.
Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

4.

BAB VI
DEWAN KOMISARIS, DIREKSI

DAN TENAGA ASING
Pasal 38

Pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17.

1.

Perubahan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
dilaporkan kepada Bank Indonesia.

2.

Pasal 39

Dalam menjalankan kegiatannya, bank dapat menggunakan tenaga asing.1.
Persyaratan mengenai penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

2.

Pasal 40

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.

1.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.2.

Pasal 41

Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang
mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti
tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. 

1.

Perintah tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak dan
nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

2.

Pasal 41 A 

Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara /
Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank
mengenai simpanan Nasabah Debitur. 

1.

Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. 

2.

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang
bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan.

3.

Pasal 42 

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada
polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau
terdakwa pada bank. 

1.

Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala
Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa agung, atau Ketua Mahkamah Agung. 

2.

Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa
atau hakim, nama tersangka /terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang
bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

3.

Pasal 42 A
Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A dan Pasal 42.

Pasal 43
Dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan
kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang
relevan dengan perkara tersebut.
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Pasal 44 

Dalam tukar menukar informasi antar bank, Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan
nasabahnya kepada bank lain. 

1.

Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh
Bank Indonesia.

2.

Pasal 44 A 

Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib
memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada
pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut. 

1.

Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang
bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

2.

Pasal 45
Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,
Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika
terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 46

Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

1.

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk
perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud
dilakukan baik terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah
melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-
duanya.

2.

Pasal 47

Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk
memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar
rupiah).

1.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan
keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2
(dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak
Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2.

Pasal 47 A
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang
wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00
(empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 48

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan
yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan
ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)
tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

1.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib
dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2),
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau
denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2.
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Pasal 49
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :1.

membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses
laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening
suatu bank ;

a.

menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam
pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan
transaksi atau rekening suatu bank ;

b.

mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu
pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan
usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah,
mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan
paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

c.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :2.
 meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi,
uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk
keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain
dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka
pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas
dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang
lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ;

a.

tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap
ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling
lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

b.

Pasal 50
Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan
ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan)
tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50 A
Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan
atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 51

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49,
Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan.

1.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.2.

Pasal 52
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48,
Pasal 49, dan Pasal 50 A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak
memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia
dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

1.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah :2.
denda uang ;a.
teguran tertulis ;b.
penurunan tingkat kesehatan bank ;c.
larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring ;d.
pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara
keseluruhan ;

e.

pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara
sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti
yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia ;

f.

pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di
bidang Perbankan.

g.
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Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.3.
Pasal 53

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bank Indonesia dapat
menetapkan sanksi administratif kepada pihak terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan
dalam Undang-undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin
yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54
Dengan berlakunya Undang-undang ini :1.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1960 tentang Bank
Pembangunan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1996) ;

a.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2490) ;

b.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946 (Lembaran Negara
Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2870) ;

c.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara (Lembaran Negara Tahun
1968 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2871) ;

d.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya (Lembaran Negara Tahun 1968
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2872) ;

e.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara (Lembaran Negara Tahun
1968 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2873) ;

f.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia (Lembaran Negara Tahun
1968 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2874) ;

g.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia (Lembaran Negara
Tahun 1968 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2875) ;

h.

Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.

2.

Dalam hal bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-
undang ini lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1), maka Undang-undang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tidak berlakul lagi.

3.

Pasal 55
Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh izin
usaha berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 56
Ketentuan batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4), wajib
dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang
ini.

Pasal 57
Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memiliki izin usaha dari Menteri pada saat Undang-undang ini mulai
berlaku, dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini,
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 58
Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa
(LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga
Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan / atau lembaga-lembaga lainnya yang
dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan
memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 59
Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui.

Pasal 59 A
Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan Perbankan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini
dinyatakan tetap berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60
Dengan berlakunya Undang-undang ini maka :

Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang Aturan-aturan mengenai
Badan-badan Kredit Desa dalam propinsi-propinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah-wilayah kotapraja-

1.
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kotapraja ;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1962
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2489) ;

2.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842), dinyatakan tidak berlaku lagi.

3.

 

Pasal II

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan Yang Diselenggarkan Oleh
Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad Dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9),
dinyatakan tidak berlaku.

1.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.2.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANJUNG
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